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di
Tenggarong

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Risiko dan Rencana Tindak
Pengendalian Risiko Tahun 2023 Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Penilain Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 Pasal
pada pasal 13 disebutkan pada ayat (1) “ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib
melakukan penilaian Risiko; (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas; a) identifikasi Risiko, dan analisis Risiko; (3) Dalam rangka Penilaian
Risiko Sebagaimana pada ayat (1); Pimpinan Instansi Menetapkan: a) Tujnan
Instansi pemerintah; b) Tujuan pada tiap tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada
peraturan perundangan yang berlaku. Dan selanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor
7 Tahun 2013 pada pasal 17 yaitu “Identifikasi risiko dilaksanakan dengan; (a)
menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan
pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; (b) menggunakan mekanisme yang
memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan (c)
menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko”. dan pada Pasal 18 vyaitu (a)
Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan



unfuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian
tujuan Instansi Pemerintah. (b) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Untuk meminimalisasi ketidakpastian yang terjadi dalam proses pencapaian
tujuan dan sasaran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara maka
sasaran strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan wajib dilakukan
pengelolaan risiko mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko,
evaluasi risiko dan menyusun rencana tindak pengendalian risiko, pemantauan
pengendalian dan reviu dan Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan dan melaksakanr
komunikasi dan konsultasi, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Tahun 2023.

Hasil penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko tersebut
sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 dilaporkan kepada
Bupati Kutai Kartanegara setelah dilaksanakan kegiatan perencanaan dan
penganggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Tujuan Penilaian Risiko dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Risiko:

Tujuan pelaksanaan Penilaian Risiko dan Penysusunan Rencana Tindak

Pengendalian Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagat

berikut:

1. Menetapkan konteks/tujuan urusan wajib/urusan pilihan yang akan dilakukan
penilaian risiko, menetapkan kriteria, skala dampak, skala kemungkinan dan
tingkat risiko yang dapat diterima.

2. Megidentifikasi risiko sesuai dengan proses bisnis kegiatan pada proses
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kegiatan.

3. Melakukan analisis risiko, dengan menganalisis dampak, kemungkinan dan

menentukan skla risiko, melakukan evaluasi dan menentukan prioritas Risiko.



4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian, merumuskan kegiatan yang diperiukan untuk
mengatasi risiko, Menyusun rancangan informasi dam komunikasi dan
rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP pada Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara

5. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan Dinas
Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses pengambilan
keputusan.

1.3 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Dinas

Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang ~ Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Xabupaten

Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013
Nomor 7):

. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 34);



6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. SNI 8615 ISO 31000 Manajemen Risiko-Prinsip-Prinsip dan Pedoman.

1.4 Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara pada risiko strategis dan risiko operasional sesuai
dengan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 Sistematika
Sistematika dokumen manajemen risiko antara lain:
Bab I PENDAHULUAN
Memaparkan antara lain; (1) Latar belakang mengenai pentingnya pengelolaan
Risiko Dinas Pertanian Kabupater Kutai Kartanegara mulai dari proses
identifikasi, analisis dan penyusunan rencana tindak pengendalian risiko dan
pemantauan pelaksanaan pengendalian yang dirumuskan sesuai dengan tujuan,
sasaran, dan indikator strategis, program, dan kegiatan dan indikatornya pada
Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Karianegara; (2) Dasar Hukum Pelaksanaan
memaparkan dasar pelaksanan penugasan Pendampingan Manajemen Risiko pada
Penyusunan Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2023
dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2022.
(3) Tujuan yaitu menguraikan tujuan pelaksanaan pedampingan manajemen risiko
pada penyusunan Rrisk Register, penyusunan Recana Tindak Pengendalian
Risiko Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian
Risiko Tahun 2022; (4) Ruang Lingkup memaparkan ruang lingkup pelaksanaan
pedampingan manajemen risiko pada penyusunan Risk Register, penyusunan
Recana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2022; dan (5) Sistematika memaparkan

tata urutan susunan laporan pedampingan manajemen risiko pada penyusunan



Risk Register, penyusunan Recana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2023 dan
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2022.

BABII PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Memaparkan tentang Konteks Manajemen Risiko Inspektorat Kabupaten Kutai
Kartanegara meliputi visi misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
Program dan Kegiatan (Perangkat Daerah) dan Kriteria,

BAB III PENILAIAN RISIKO TAHUN 2023

Memaparkan proses Penilaian Risiko meliputi; identifikasi dampak, identifiksi
kemukinan, analisis dampak dan kemunginan, evaluasi tingkat resiko, penentuan
peta risiko serta dan perangkingan prioritas risiko.

Bab IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO TAHUN 2023
Memaparkan konsep perlakukan risiko yang telah dievaluasi yang merumuskan
keputusan respon terhadap risiko dan rekomendasi pengemabilan kebijakan guna
mengantisipasi dan menindaklajuti ketika risiko terjadi.

BAB V MONITORING TAHUN 2023

Memaparkan kerangka monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko.
BAB VII PENUTUP

Memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan penilaian dan penyusunan rencana
tindak pengendalian Risiko, sebagai pedoman pengelolaan risiko Dinas Pertanian
Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB II PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

2.1 Konteks Manajemen Risiko Perangkat Daerah
Konteks Manajemn Risiko mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:
a. Visi dan Misi
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah
Tahun 2021-2026 dirumuskan Visi sebagai berikut:
“Mewujudkan Masyarkat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan
Berbahagia™
Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026
Sebagai Berikut:
1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efesien Dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan
Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata
" Dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Insfrastruktur Dasar Dan Konektivitas
Antar Wilayah
5. Miningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan
Lingkungan

b. Tujuan dan Sasaran Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai
Kartanegara
Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah
“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan™.

Indikator Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah
“Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan™



Tabel

Indikator Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Target Tahun 2023

Indikator Tujuan

Target Tahun 2023

1 { Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan

(Persen)

3,50

Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartancgara adalah :

1. Meningkatnya Produksi Komoditas, dengan indikator : Produksi
Komoditas Perkebunan (Ton)

2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas, dengan indikator :
Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kg/Ha)

3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun, dengan indikator : NTP
Perkebunan (%)

Indikator Kinerja Utama (Indikater Sasaran)

Tabel
Imidkator Kinerja Utama dan Target Tahun 2023
No. Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2022
1 | Produksi Sawit Rakyat (Ton) 277.032
2 | Produksi Sawit PBS (Ton) 3.064.670
3 | Produksi Karet (Ton) 9616
4 | Produksi Lada (Ton) 2.001
5 | Produksi Kelapa (Ton) 2706
6 | Produksi Kopi (Ton) 14
7 | Produksi Kakao (Ton) 39
8 | Produksi1 Aren (Ton) 446
9 i Produksi Kelor (Ton) 8
10 | Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha) 14.510
11 | Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha) 17.540
12 | Produktivitas Karet (Kg/Ha) 978
13 | Produktivitas Lada (Kg/Ha) 700




14 | Produktivitas Kelapa (Kg/Ha) 472
15 | Produktivitas Kopi {Kg/Ha) 420
16 | Produktivitas Kakao (Kg/Ha) 718
17 | Produktivitas Aren (Kg/Ha) 2926
18 | Produktivitas Kelor (Kg/Ha) 1.262
19 | NTP Perkebunan (%) 100

¢. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Indikator OutPut
Dalam mewujudkan sasaran pada tahun anggaran 2023, Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara disusun program dan kegiatan dengan
indikator hasil (output) sesuai Tabel berikut:
Tabel
Program , Kegiatan, Sub Kegiatan , Indicator, Target dan Anggaran Tahun
2023
Uraian Program/Kegiatan dan ' L
: Indik T . A
Ne Sub Kegiatsn Skator arget _ Anggarm
I Penunjang Urusan Nilai SAKIP 78 Nilai 27.128.820.598
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kabupaten/ Kota
1 {Perencanaan, Jumlah dokumen 9 Dokumen 469.000.000
Penganggaran, dan rencana, anggaran,
Fvrluasi Kinerja dan Ewvaluasi Kinerja
Perangkat Daersh Perangkat Daersh
(1) [Penyusunan Jumiah Dokumen 3 Dokuinen 252.600.660
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Dacrah
(2) |Koordinasi dan Jumiah Laporan 2 Laporan 66.000.000
Penyusunan Capaian Kinegja dan
Laporan Capaian  {Tkhtisar Realisasi
Kinerja dan Ikhtisar {Kinerja SKPD dan
RealisasiKinerja  jLaporan Hasil
{3) [Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan 4 Dokumen 151.000.000
Perangkat Dacrah  |Evaluasi Kinerja
Perangkat Dacrah




Administrasi Keuangan Jumlah laporan 15 Laporan 21.537.136.598
Perangkat Dacrah Administrasi
Keunngan Perangloat
Daerah vang
akuntabel
(@ |Penyediaan Gaji dan |Jumlah Omang yang 2352 Orang/Bulan 21.309.016.598
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
(5) [Koordinasi dan Jumlah Laporan 15 Laporan 228.120.000
Penyusunan Kenangen Bulanan/
Laporan Keuangan [Triwulanan/
Bulanan / Semesteran SKPD dan
Triwulanan / Laporan Koordnaszi
Administrasi Barang Jumiah Dokumen 1 Dokumen 131.660.000
Milik Dacrah pada Barang Milik Dacrah
Perangkat Dacrah (BMD) peuda
Perangkat Daerah
(6) |Rekonsiliasidan Jumlsh Laporan 1 Laporan 81.660.000
Penyusunan Rekonsiliasi dan
Laporan Barang Penynsunan Laporan
Milik Daerah pada |Barang Milik Daerah
SKPD pada SKPD
(7 |Penatausahaan Jumlah Laporan 1 Laporan 50.000.000
Barang Milik Dacrah jPenatausahaan Barang
pada SKPD Milik Daerah pada
SKPD
Administrasi Pendapatan |Jumlah Dokumnen 1 Dokumen 25.000.000
Daerah Kewenangan Administrasi
Peraughat Davcruh Peumdypmian Daerah
Kewenangan
Peranghat Daersh
(8) |Pelaporan Jumlah Laporan 1 Dokumen 25.000.000
Pengelolaan Pengelolann Retribusi
Reuribusi Daerah Daersah
Administrasi Kepegawaian|Jumlah Dok umen 3 Dokuimnen 920.000.000
Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaian
(9) |Pengadaan Pakaian |Jumlah Paket Pakaian 379 Stel 700.000.000
Dinas Beserta Dinas beserta Atribut
Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
(1) [Pendidikan dan Jumlah Pegawaiyang 22 Omang 150.000.000
Pelatihan Pegawaj mendapatkan
Berdasarkan Tugas  (Pendidikan dan
dan Fungsi Pelatihan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
(11} |Bimbingan Teknis Jumlah peserta 15 Orang 70.000.000
Implementasi Bimbingan Teknis
Peraturan Perindang!Implementasi Peraturan
Undangan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Jumlah layanan 6 Layanan 1.196.520.000
Perangkat Daerah Administrasi Umam
Perangkat Daerah
(12) |Penyediaan Jumlah Paket 7 Paket 10.000.000
Komponen Instalasi |Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan |Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
(13) |Penvediaan Jumlah Paket Peralatan 30 Paket 350.000.0:00

Peralatan dan
Perfengkapan Kantor

dan Perdengkapan
Kantoryang
Disedakan




(14) jPenyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan 13 Paket 26.500.000
Logistik Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
(15) {Penyediaan Barang Jumiah Paket Barang 4 Paket 55.020.000
Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang
Discdiakan
(16) |Penyelenggaraan Jumiah Laporn 660 Laporan 605.000.000
Rapat Koordinasidan |[Penyelenggaman Rapat
Konsultasi SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
(17} |Penatansahaan Arsip (Jumiah Dokunen I Dokumen £50.000.000
Dinaris pada SKPD Penawausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang | Jumlak wakin 12 Bulan 1.948.250.000
Urusan Pemerintahan penyediaan Jasa
Daerah FPenunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang disediakan
(18) {Penyediaan fasa Jumilah Laporan 12 Laporan 340.000.000
Komunikasi, Summber |Penyedinan Jasa
Daya Adrdan Listrik Konmmnikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
vang Disediakan
(19) {Penyediann Jasa Jumilah Laporan 12 Laporan 90.000.000
Pemlatan dan Penvediaan Jasa
Perfongkapan Kantor |Pemlatan dan
Periengkapan Kantor
yang Disediakan
{20) |Penyedinan Jasa Jumiah Lapormmn 12 Laporan 1.518.250.000
Pelayanan Unem Penyedinan Jasa
Kanior Polayanan Umiam Kanlor
vang Disediakan
Pemelibarasn Barang Milik | Fumlah Barang MK 104 Unit 901.254.000
Daerah Penunjang Uruasan |Daerah
Pemerintahan Daerah
(21) |Penyediaan Jasa Jumiah Kendaraan Dinas 101 Unit 501.254.000
Pemeliharaan, Biaya Opemsional atau
Pemehharaan, Pajak Lapangan yang
dan Pertzinan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
{22) [Pemclhaman/Rohabilit [Juminh Gedung Kantor 6 Unit 400.000.000
asi Gedung Kantor dan {dan Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnva

yang
Dipeliharn/Dirchabilitasi




PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN

1.Luas Areal Kelapa
S rwit Ralkcvat

28.645 Hektar (Ha)

2. Luas Areal Kelapa
Sawit PBS

237435 Hektar (Ha)

3. Luas Areal Karet

17.928 Hektar (Ha)

4. Luaas Areal Lada

3.412 BHektar (Hna)

L. Laas Arenl Kelapa
Dalam

7.291 Heltar (Ha)

6. Luas Areal Kopi

R0 Hektar (Ha)

7. Luas Areal Kakao

85 Hektar (Ha)

R_Tauar Areal Aren

243 Helktar (Ha)

11.296.000.000

9 |Pengawasan Jumlah Sarana 464 Paket 11.146.000.000
Penggunaan Sarana |Pendukung Pertanian
Pertanian Yang Diawasi
(23} |Pendampingan |Juomilah Pendampingan 15 Paket 11.146.000.000
Penggunaan Penggunaan Sarana
Sarana Pendukung Pertanian
Pendukung Luas pengadaan bibit & 32 Ha
Pertanian herbisida
Luas pengadaan pupuk 185 Ha
Jumiah pengadaan alat 50 Paket
panen dan pasca panen
Jnmlah Pekebun Mizkin 44 Orang
Yang Mendapatkan
Bantuan
Luas pengembangan/ 17 Ha

pemeliharaan Kebun Dinas

Jumlah pengadaan benih

20.000 Buah

Pengadaan Bibit sawit
kelompok Tani Harapan
Desa Buhzg Sen

17 Ha

Pengadaan Bibit Kelapa
Sawit Kelompok Tani
"MULAWARMAN" (8700
Poliou)

6 Ha

Pengadaan Bibit Sawit (20
Ha) Kelompok Tani
"BERSATU" RT. 3

16 Ha

Bantuan Bibit Sawit (30
Ha) Kelompok Tans
"SAMA MAJU" RT. 4

16 Ha

Penyediaan Bibit Sawit
Keiompok Lsmbong,
Mandir Jaya, Dusun
Bensamar

16 Ha

Penyediaan Pupuk

Kelompok Lembong

Mandiri Jaya, Dusun
=0

20 Ha

| Bensamar
Penvediaan Bibit Sawit

Kelompok Tani Lamin Datu

16 Ha

Pengadaan Bibit Sawit
Dezaloleng

15 Ha

Pengadaan Bibit Sawit
Desa Kembang Janggut

12 Ha




10 |Pengelolaan Sumber Daya Genetik Jumaiah Fasltitas) 1 Komodit 125.000.000
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro |[Pengelodaan Sumber
Organisme Kevwenangan Daya Genetik (SDG)
Kaupaten/Kota Hewan, Tumbuhan,
dan Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota
(24) |Pemanfaaian SDG Jumiah Pemanfaatan 1 Dokumen 125.000.000
Hewan/Tanaman SDG Hewan/Tanaman
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 1. Panjang Jalan 4.000 Meter 5.368.750.000
PENGEMBANGAN PRASARANA Produksi Perkebunan
PERTANIAN Yang Dibangun
2. Jumiah Embuong 3 Unit
Perkebunan Vang
Dibangun
11 {Pembmngunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana 7 Umi 5.368.750.000
PertantanYang
Dibangun
(25) |Pervbangunan, Rehabilitasi dan  |[Jumiah Jaringan Irigasi 2 Unit 122 630.000
Pemeliharman laringan Trigasi Isaha Tani yang
Usaha Tamni Dibangun,
Dirchalilitasi , dan
Dipelihara
(26) |Pembangunan, Rehabilitasi dan [Jumlah Exbung 2 Unit 621.310.000
Pemelihamaan Eabung Pertanian [Pertanian vang
Dibangun,
Direhabilitasi dan
Dipeliham
{27} {Poonbangunan, Rochabilitasi don  |[Jalan Usaha Taniyang 3 Unit 4.284.340.000
Penelihaman Jalan Usaha Tani [Dibangun,
Direhabilitasi dan
Digelihara
(28) [Pembangunan, Rehabilitasi dan |Jumlah Pintu Air yang % Unit 340.470.000
Pemelihaman Pintu Air Dibangun,
Dmehabilitasi dan
Dipelihara
PENGENDALIAN DAN Persentase 72,00 Persen 450.000.000
PENANGGULANGAN BENCANA Peonrunan Gangguan
PERTANIAN OPT Perkebunan
12 |Pengendalizn dan Penanggulangan Luas Pengendalian 220 Ha 450.000.000
Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota OFT Dan Bencana
Perlebunan
(29) |Pengendalian Organisme Jumlah Luas Semungan 110 Ha 150.000.000
Pengganggu Tumbuhan (OPT) |Organisme
Tanaman Pangan, Hortikultura, |Pengganggu
dan Perkebunan Tumbruhan (OPT)
[ (30) |Penanganan Dampak Perubahan [Jumiah Area 22,650 Ha 150.000,000
IKim (DPY) Tanaman Pangan, Terdampak Perubahan
Honikulturma, dan Perkebunan Iklim (DPI} Tananman
Pangan, Hortikultura,
dan
(31} [Pencegahan, Penanganan Fuminh Luasan 100 Ha 150.000.000
Kebakaman Lahan. dan Pencegahan,
Gangguan Usaha Tanaman Penanganan
Pangan, Hodiknltura, dan Kebakamn Lahan, dan

Perkobunan

Gangguan Usaha




PERIZINAN US AHA PERTANIAN

1) Juwml sty
Penerbitan STDB

200

Surat
(STDHB)

2) Jumiah
Perusahaan Yang
Mendapat Sertifikat
Penilaian Usnha
Ferkebunan (PUF)

12

Surat
@Lur)

250.000.000

13

Penerbitan Erin Usaha Pertantan yang
Kegintan Usahanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumiah Pemegang
Tanda Daftar
Buoddaya dan Ein
Us aha Perkebunan
Yang Dibina

212

Pelaku

250.000.600

32)

Pembinaan dan Pengawasan
Penerapan Izin Usaha Pertanian

Jumiah Izin Usaha
Pertaninn yang
Txhina dan Niawasi

Laporan

250.000.000

PROGRAMPENYULUHAN PERTANIAN

Persentase
Kenaikan Kelas
Kelompok Tanl

.76

Persen

£50.000.000

14

Pelaknanaan Penyuluhan Pertanian

Jumlah
Kalembagaan
Petani Perkebunan
«dan Pekebun
Milenial yang
dibins

49

Lembaga

£50.000.000

(33)

Kecamatan dan Desa

Pengenbangan Kapasitas
Kelembagaan Petani di

Jumiah
Kelembagaan Petani
di Kecamatan dan
Desayang
DPitingkatlkan
Kapasitasnya

47

Lenmbaga

(34)

Milik Petani

Pembentukan Badan Usaha

Jumiah Badan
Usaha Milik Patani

Yang Dibentuk

Lembaga

150.000.000

JUMLAH

45.018.570.598 00




d. Pengelola Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Dinas Perkebunan Kabupaten
Kuta1 Kartanegara, telah dibentuk Unit Pengelola Risiko (UPR)/Tim Satgas
Manajemen Risiko pada Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-4558/DISBUN/SET-
i11/700/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel.
Susunan Unit Pengelola Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai
Kartanegara.
No Nama/NIP Jabatan Jabatan dalam Tim'
Ir. Muhamad Taufik .
L. NIP. 19670625 199203 1 007 Kepala Dinas Perkebunan Ketua
M. Taufik Rahmani, SP., MP . .
2. NIP. 19701103 199803 1 010 Plt. Sekretaris Koordinator
3 Yuli Darmayani, SE Kasub. Bag. Umum dan Anseota
* | NIP. 19780712 199803 2 003 Ketatalaksanaan 880
4 Edi Sumarno, SP Kepala Bidang Pengembangan Angeota
~ | NIP. 19651205 200801 1 010 dan Perbenihan g8
. . Analis Perkarantinaan Tumbuhan
Hj. Nor Aida, SP., MP ) .
5. NIP. 19710102 199402 2 001 Ahli Mufia Sub Koordinator Alat | Anggota
dan Mesin
Analis Perkarantinaan Tumbuhan
6 Maryani Elviah, SP., MP Ahli Muda Sub Koordinator Angoota
* | NIP. 19720511 200912 2 003 Pengamatan dan Pengendalian g8
OPT
. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahhi
Desy Noriyani, S.Hut., MP .
7. ’ Muda Sub Koordinator Anggota
NIP. 19761221 200801 2 014 Pengolahan dan Pemasaran Hasil
John Lauren Barus, SE .
8. NIP. 19760901 201101 1 001 Analis Perencanaan Anggaran Anggota
9 Rusmansyah Putra Pengadministrasi Perencanaan Anggota

NIP. 19840401 201001 1 023

dan Program




Tugas Unit Pengelola Risiko Tim pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai

Kartanegara sebagai berikut:

1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessment) atas Risiko
tingkat sirategis dan/atan tingkat operasional, serta melaksanakan
pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.

2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
sehari-hari.

3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan
peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing,
sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai
database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.

4) Menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment) untuk dilaporkan
kepada Unit Kepatuhan.

5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang
pelaksanaan pengendalian Risiko.

6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian.

2.2 Pengendalian Intern Perangkat Daerah
Dalam pelaksanaan pengelolaan Manajemen Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten
Kutai Kartanegara telah disusun Kriteria Efektivitas Pengendalian Intern pada
Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanan tata kelola pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan kriteria efektivitas pengendalian sesuai
Tabel berikut;

Tabel
Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal
Deskripsi Kriteria Keefektifan
Desain | Operasional
Kontrol bersifat preventif, dapat Ya Ya Efektif
dioperasikan dan dilaksanakan secara




konsisten. Perlu dipantau karena
terpengaruh perubahan kondisi

sebagian

Kontrol mencakup sebagian dari :
kebutuhan. Jika desain bagus operasional | Tidak Ya efektif

Ya Tidak Sebagian

baru.

Baik desain maupun operasional dari Tidak Tidak Tidak
kontrol yang ada tidak memadai. Perlu efekuf,
didesain ulang untuk perbaikan atau ganti

2.3 Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Bertujuan Memberikan Pemahaman Yang Sama
Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Risiko Di Lingkup Pemerintah
Daerah Mengenai Kriteria Penilaian Dan Analisis Atas Risiko-Risiko Yang Tetah
Diidentifikasi, Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Mengenai Tingkat Risiko
Yang Dapat Diterima Maupun Tingkat Risiko Yang Tidak Dapat Diterima Dan
Memerlukan Respon Penanganan Lebih Lanjut. Kriteria Penilaian Risiko Terdiri 3

Komponen, Yaitu Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala

Dampak Risiko, Dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

a. Skala Kemungkinan

Tabel
Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko
Kategori Dampak Skor | Uraian
Hampir pasti 5 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih
terfjadi/Sangat dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
sering
Kemungkinan besar 4 | Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51
— 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang 3 | Kemungkinan terjadinya Risko sedang (sebesar 31
— 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan 2 | Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil
kecil/Jarang (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali
dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang 1 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil

(sebesar 0 — 10% atau 1 kali daiam 5 Tahun)




b. Skala Dampak

Tabel
Skala Dampak Risiko
Area Dampak
Level . !
Dampak Kerugian Penurunan Reputasi | Penurunan Gangguan Tuntulan
Negara ! Kinerja Terhadap Layanan Hukum
i Organisasi
Tidak | Jumlah  kefugian | Keluhan Stakefioider | Pencapaian target | Pelayanan Jumlah  tuntutan
Siani negara < Rp1{ secara fangsung | kinerja tertunda < 1 hari | hukum < § kali
ignifikan | ¢ lisanftertulis ke organisasi | > 100% dalam satu
{1} jumizhnya < 3 dalam: periode
satu periode ;
Minor 2) | Jumlah  kemugian | Keiuhan Stakeholder - Pencapaian target | Pelayanan Jumlah tuntutan
negara lebih dart | secara langsung | kinerja di atas tertunda  di atas i hukum  di atas
Rpl  Juta sd | lisanftertulis ke organisasi: 80% s.d 1 harisdShai | 5 kalisd 15 kali
Rp5 Juta jumiahnya lebih dari 3 100% dalam salu
dalam  satu periode : periode
Moderat (3); Jumlah  kerugian | Pemberitaan negatif g Pencapaian target| Pelayanan Jumlah tuntutan
negara media massa lokal + kinerja di atas tertunda  di atas | hukum  di atas
lebith dari Rp5 Juta i 50% s.d 80% 5 harisd15hari | 15 kali sd 30
s.d Rpt0Juta kali dalem saby
3 periode
Signifikan | Jumlah erugian Pemberitaan negatif  di | Pencapaian target | Pelayanan Jumlzh  tuntutan
(4) negara lebih media massa nasional i kinerja di atas tertunda di atas | hukum  di atas
dart Rpf0 Juta i 25% 5.d 50% 15 haris.d30hari | 30 kali sd 50
s.d Rp. 50 Juta i kafi dalam satu
periode
|
|
Sangat Jumlah  kemugian | Pemberitaan negatif  di| Pencapaian target | Pelayanan Jumlah tuntutan
Signifikan | negara lebih  dari | media massa intemasional | kinerja tertunda lebih dari | hulum lebih
(5) Rp. 50 Juta | < 25% 30 hari dari 50  kali
| dalam  satu
i periode.
3. Skala Nilai Risiko
Tabel
Skala Nilai Risiko
Kategori Dampak Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat Rendah) Dapat diterima
3-4 (Rendah) Dapat diterima
6-9 (Tinggi) Harus menjadi perhatian manajemen dan

diperlukan pengendalian yang baik

12-16 (Sangat Tinggi)

Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian
yang sangat baik




20-25 (Dahsyat)

Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan
pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

Kategori Dampak Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah) Dapat diterima
6-10 (Rendah) Dapat diterima

11-15 (Tinggi)

Harus menjadi perhatian manajemen dan
diperlukan pengendalian yang baik

16-20 (Sangat Tinggi)

Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian
yang sangat baik

21-25 (Dahsyat)

Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan
pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

4. Pemetaan Tingkat Risiko

Gainbar
Matriks Peta Risiko
Matriks Risiko
5 10
4 12
-g 3 9 12
8 1
1 2 3 -4 5
‘ Dampak I |

5. Pengelompokan Prioritas Penanganan Risiko

Tabel
Pengelompokan Prioritas Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Skala Wamna Tingkat Prioritas
1-5 Hyau Rendah 5
6-8 Hijau Muda Rendah sedang 4
9-12 Kuning Sedang tinggi 3
15-20 Jingga Tinggi 2
20 -25 Merah Sangat Tinggi 1




8

Tingkat Risiko, Selera Risiko, Tolerasnsi Risiko dan Tindakan Eskalasi

Tingkat Risiko

Sangat
Tinggi

Sedang
tinggi

Sedang
rendah

Rendah

terutama tindakan responsif,

| Risiko tidak dapat diterima dan
| perlu dilakukan pengendalian baik

Risiko tidak dapat
diterima dan
ditoleransi dan
perlakuan risiko perlu
dikaji ulang untuk

Penanganan Risiko
Tabel
Kriteria Tingkat Risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Selera Risiko Toleransi Risiko Tindakan Eskalasi
Risiko tidak dapat diterima dan Perlu perhatian Dewan
perlu dilakukan pengendalian Pengawas organisasi dan

Pengendalian dapat dieskalasi
kepimpinan organisasi dan
didukung dengan rencana
penanganan terinci.

Perlu perhatian pimpinan
oganisasi, pengendalian

oleh pemilik risiko.

| preventif maupun respontif. perbatkan atau eskalasi kepimpinan
| penambahan manajemen senior organisasi
perlakuan atau ganti | dan didukung rencana rinci
Risiko tidak dapat diterima dan yang baru. Pengendalian dieskalasi ke
periu dilakukan pengendalian manajer senior seiaku pemilik
terutama tindakan preventif. risiko dan didukung dengan
rencana rnei.
Risiko tidak dapat diterima, namun | Risiko tidak dapat Pengendalian cukup dengan
peilakuan pengendalian hanya diterima tapi dapat Manajer Bidang sesuai dengan
dilakukan jika manfaat yang ditoleransi sepanjang | kebijakan dan SOP yang
diterima lebih besar dari biayanya | secara praktek berlaku.
menguntungkan.
Risiko dapat ditcrima schingga Risiko dapat ditcrima | Pertahankan pengendalian
tidak perlu perlakuan, cukup dan ditoleransi yang ada dan monitor tingkat
kontrol yang ada, tapi perlu sehingga tidak perlu | keterjadian nisiko untuk
dimonitor oleh pemilik risiko. perlakuan, cukup perlakuan risiko.
dengan kontrol yang
ada dan dimonitor




4.1 Identifikasi Risiko

4.1.1 Risiko Strategis Perangkat Daerah
Hasil identifikasi Risiko menurut Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023

BAB 1V PENILAIAN RISIKO

berikut:
No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerjn Target Anggaran Kode Pernyvataan Risiko Sehab Risiko Sumber Resiko | UC/C Dampak Pemilfik risiko/
Strategis Risddko (K onsekuensi) penanggung jawab/ Pihak
yg terkens Dampak |
(1) @) £}] “@ 5} 6) )] (8) &) (10} (12
1 Tujuan : Meningkatkan | Perfumbuhan 1 Perhunbuhan Produl:si komoditi Eksternal & UC/C | Pertumbuhan Kepals Dinas Perkebunan
Pertumbuhan Ekonomi Ekonomis Sub 2,20 | 45.018.570.598 ekonomi sub sektor perkebunan lebih Internal ekonomi
Sub Sektor Perkebunan | Sektor Perkebunan perkebunan kebih rendah dari target Kabupaien
rendah dan izrget afBy memirun Kutai
atal n1ehurun dibandingkan Kartanegara
dibandingkan dengan | dengan tahun 2022 lehih rendah
tabun 2022 dari target atay
menurun
dibandingkan
dengan tahun
2022
Harga selurub atau
sebagian komoditi
perkebunan lebih
rendah darti
perkiraan atau tahun
2022
Sasaran : Meningkatma : :
Produks Komoditas WMH“VM_Q%H.VQ 267635 | 31.614.531.710
Perkeburian
Sasaran : Meningkatmya | Produktivitas
Produk tivites Komoditas 14.067 350.000.000
Komoditas Perkebunan | Porkebunan (Kg/Ha)
Sasaran : Meningkativa { NTP Perkebunan
Kesejehteraan Pekebun | (%) ks 500.006.000




4.1.2 Risiko Operasional Program Perangkat Daerah
Hasil identifikasi Risiko Program Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun dapat dilihat pada Tabel berikut

No. FProgram Indikator Target Anggaran Kode Pernyataan Ristko Sehab Ristko Sumber Reslko UCIC | Dampak (Konsekuensi) Pemilik vistko/
Kinerja Risiko penanggung jawab/
Program Pihak yg terkena
T 1
O (2) 3) 4 5) {6) 7 (8) () (10) {1
k Penunjang Nilai SAKTP ki 27.128.820.59% 1 Nilai SAKIP Perangkat Tidak lercapainya salah satu cksternal/interna | UC/C | Tidak tercapainva target | Sckretaris
Urusan Parangkat Daerah Tidak memenuhi atau bebempa komponen yang 1 SAKIP (Sistem
Pemerintatan Dacrah (Nilai) Target menjadi kriteria penilaian Alantabilitas Kinerja
Daerah Pemeriniah) Kabupaten
Kabupaten/Kota
2 Penyediaan Dan Luas Arcal Sawit | 28.645 11.271.000.000 2 1. Ksterlambatan 1. Tarlambat melakukan Internal dan UC/C | L. Sarana produksi PPTK/Sub Koord.
Pengembangan Rakyat (Ha) penyaluran bantuan sarana kootdinasi pemantapan dan eksternal (pupuk, benih dan Sarans & Prasarana, Sub
Sarana Pertanian produksi kepada kelompok penetapan CPCL alsintan) tidak dapat Koord. Pengembangan
sasaran yang ielah dimanfaatken sesuai Aresl/Kabid Produksi &
ditetspl waktu vapg dibutubkan Kabid PP
Luas Arcal Sawit | 237435 2. Tidak terlaksananyn 2. Terlamnbat dalam 2. Penerioia manfzat
FBS (Ha) penyaluran bantuan sarana peniunjukan penyedia barang yang telab ditetepkan
produksi kepada kelompok tidak memperol:h
sasaran yang wlah banwan sarana produbsi
diferep
Luas Areal Karot 17.528 3. Terdapat pokebun yang 3. Keterlambatan penyedia 3. Hasil produksi tidak
(Ha) tidak memanfhaikan menverahkan hasil pekerjaan optimal
bantoan sarana produksi pengadaan
dengan baik dan atan
menjual/memindahtanganka
mnye.
Luas Areal Lada 342 4. Terdapat bibit bantuan 4. Tidak terlak sanakamnys
(Ha) mati sehetum ditanam oleh penunjukan penyedia barang
pekebun {Gagal Lelang)
Luas Arcal 7.251 5. Tanaman dari bibit 5. Ponyedia wan prestasi
Kelapa (Ha) bantuan tidzk hambuh
denpan balk
Luas Areat Kopi 3 6. Sikap mental pekebun yang
(Hay tidak bevtanggung jawah
Luas Areal 85 7. Kurangnya dorongan dan
Kakao (Fla) pendampingan dari
PPL/petugas lapang
Luas Areal Aren 243 8. Pukebun kesulitan bisya
(Ha) untuk membuka/menyiapkan
lahan
Luas Areal Kelor 7 9. Bibit yang disalurkan
(Ha) membawa bibit penyzkithama
tanamsn

10. Bibit yang diterima tidak
disitnpan dan dirawat dengan




baik olch penerima

1. Pekebun terlaby lamna
menyinpan bibit sebelum
ditanam

12. Bibit yang disslurkan dan
ditanam tidak memenuhi
standar mutu

Penyediaan Dan Panjang Jalan 3.600 5.368.750.000 1. Peketjaan tidak 1. Kondisi cuaca (curah hujan Eksternal & UC/U | 1.Tidak tercapainya PPTK/Sub Koord
Pengembangan Produksi terselesaikan sesuai dengan | tinggi) Internal tget peningkatan Sarana &
Prasarana Perkebunan waknu yang produksi latamun Perasarsna/Kabid
Pertanian YVang Dibangun direncanakan/diperjanjikan petkebusen Produksi
Meter)
Jumlah Embung 4 2. Hasil pekerjaan tidak 2. Keterlambatan dalam 2. Konstruksi
Yang Dibangun sexuai denzan spesifikast penunjukan penyedia dan ateu mudah/cepat rusak
Unit) teknis penendatang kontrak
3. Kegagnian konstruksi 3. Pelaksana pekeerjaan tidak 3. Banguran
(gagal konstruksi/fungsi/ komitemen dalam nuntuh/tidak berfungsi
desain) meleksanakan kontrak sepenuhnya atay pada
bagian terlentu
4. Terbetasnya kompetensi
petugas terkait iimu
konstruksi/belum adanya
petugas yang memiliki
kom petensi dalam ilmu/bidang
konstruksi untuk menilai hasil
pekerjaan
5. Kurang maksimalnys peran
pihak pengawas pekerjaun
(fasilitarr nntuk pekerjaan
awakelols jalan produksi)
6. Kenaikan harga bahan
material
7. Rendahnya kemampuan
SDA pengurus kelompok tani
pelalcsana swakelola pekerjaan
pem bangunan jalan produksi
8. Kesalahan dalam
per {mal desainy
9. Kualitas konstruksi tidak
sesuai standar disebabkan
k jasn penyedia
Pengendalian Dan | Persentase 72 450.000.000 1. Tidak tercapainya fuas I. Kurang tersediannya sarana Eksternal & UCAJ | 1. Tidak tercapainya PA/KPA
Penanggulangan Pemuninan peagendatian OPT sesiai pengendatian, Internal target peningkatan
Bencans Gangguan OPT target produksi tananian
Pertanien Peckebunan perkebunen
{Persen)

2. Kzsalahan Pengamat
OPT dalam identifikasi
jenis OPT dan luas serangan

2. Kurangnya petugas
pengamat dan Pengendali OPT

2. Kesalahan dalam
menentakan dan
metakukan gerakan
pengendalian GPT




3. Kurang akfifnya Regu
Pengendali OPT di tinghat
Kelompok Petani

4. Masih kumangnya
pengetahuan dan ketrampilan
petugas pengamat

5 Perizinan Usaha Jumlah 209 250.000.000 5 Kurangnya Pekebun yang Masih banyeknya Pekebun internal C Jumish penerbitan PA/KIA
Pertanian Penerbitan mendapatken STDB vang belum ada STDB STDB tidak mencapsi
STDB (Surat target
STDB)
Jumlah 3 Perusahaen vang mendapat Kurangnys petugas teknis vang Jumlah penerbitan
Perusshaan Yang Sertifikat tidak sesuai target | Menerbitan Sertifikat PUP sertifikat PUP tidak
Mendapat mencapai target
Sertifikat
Penitaian Uisaha
Perkebunan
(Surat PUP)
6 Penyuluh Persentase 9,76 $50.000.000 [4 Tidak Bertambahnys Banysknya Pengurus internal C Berkurangnys PA/KPA
Pertanian Kenaikan Kelas Keraikan Persentase Kelas Kelompok Tani yang tidak Persentase Kenaikan
Kelompok Tani Kelompok: Tani (Persen) aktif Kelas Kelompek Tani
{Persen) {Persen)

4.1.3 Risiko Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Hasil identifikasi Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun dapat dilihat

pada Tabel berikut
No Program Indikator Target Anggaran Kode Pernyatasn Ristko Sebab Risiko Sumber Resiko | UC/C | Dampak (Konsekuensi) Pemilk risiko/
. Kegintan/Sub Risiko penanggung jawab/
Keghatan Pihak yg terkena
Dampak
() (2) 3) ] 5} &) 4 ) 9) (10 {12)

1 Perryusunan JXumlah Dokumen 3 252.000.000 1 Tidak tersusumya Dokumen Teadapst Perubahan Internal [ Ketidak selarasan antar PPTE./Sub Koord
Dokumen Perencanaan Perancannan, Perangkat Kebijakan perencanaan dari Dokumen Perencansan PPK/Sekretaris Dinas
Petencanaan Perangkat Daerah Dacrak Pemerintnh Pusat/Pimpinan (Renstra, Renjn) dan
Perangkat Dacrah kaiena suatu kondisi tertentu ferhambatnya psncapaian

tujuan yang iglak disusun
dalam dokumen
petencanaan

2 Koordinasi dan Jumlsh Laporan 2 66.000.00¢ 2 Tidak Tersustunya Data kurang akuntabel Internal [ Terlambatnya Fembuatan | PPTK/Sub Koord
Pemyusunan Capaian Kinerja Dokumen Capaian Kinerja Laporan Kcuangan dan PPK/Sekretaris Dinas
Laporan Capaian dan Ikhtissr dan [khtisar Realisasi SPIP
Kinerja dan Reatisasi Kinerja Kinesja SKPD
Ikhtisar Realisasi SKPD dan




Kinerja SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
mufa v._.-w—h—._hﬂ
Laporan Capaian
Kincrja dan
Ikhtisar Roalisasi
_ | Kinerja SKPD
3 Evaluasi Kinerja Jumiah Laporan 4 151.000.900 3 Terlambatays Pembuatan Data yang ada kurang Internsl [ Tidak tersusunaya PPTK/Sub k.oord
Perangkat Dasrah Evaluasi Kinerja Bokumen Evaluasi Kinetja aktintabel dokumen aEvaluasi PPK/Sekretaris Dinas
Perangkat Dasrah Daerah Kinerja OPD vang
skuntabel
4 Penyedisan Gaji Jumlah Orang 2352 21.309.015.598 4 Tertundanya Pembayaran Terdapat Error pada Eksternal C Keterlambatan PPTK/Sub Koord
dan Tunjangan vang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Aplikasi/Faringan pada saast pembayaran Gaji den PPK Sekretaris Dinas
ASN Gaji dan proses input administrasi Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
5 Koordinasi dan Jumlah Laporan 15 228 120.000 5 Data Pambuatan Laporan Terdapat Error pada Eksternal [ Telambamys Pembuatan | PETE/Sub Koord
Pemyusunan Keuangan Bulanan Keuangan Tidak Aplikasi/Jaringan pada saat Laporan Bulanen PPK./Sckretaris Dinas
Laporan Bulanan/ Akuntabe} proses input administrasi Keuangan
Keuangan Triwulanan/
Bulanan/ Semesteran SKPD
Triwulanan/ dan Laporan
Semesteran SKPD | Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD
6 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan 1 81.660.000 & Datr Rekonsiliasi dan Belwn: terlaksananya Internal C Terlambamya PPTK/Kasubhag
Pemyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang | koordinesi secars maksimal Rekonsiliasi dan Umital/Sckrotaris Dinas
Laporan Barang Penyusunan Milik Davrah Belum Penyusanan Laporan
Milik Dageah pada | Laporan Barang Lengkap Barang Milik Duerah
SKFD Milik Dacrak pada pada SKFD
SKPD
7 Penatausahaan Jumlah Laporan 1 $0.000.000 7 Data Barung Milik Daerah Adanya Mutssi Barang Milik Internal c Terlambatays, PPTK/Kasubbag
Barang Milik Penatausahaan Belun Terupdate Dacrah Palam Unit Kerja Perryusunan Lapoean Umtal/Sekremris Dinas
Daersh pada Barang Mifik Penatausahaan BMD
SKPD Daerah pada
SKPD
8 Pelaporan Jumlah Laporan 1 25.000.000 8 Data Pengelolaan Retribusi Belum terlaksananya Internal [ Terlambatnys Pembuatan | PPTK/Sub Koord
Pengelolaan Pengelolaan Dacrah belum lengkap koordinasi secara meksimal Laporan Pengelolaan PPK/Sekretaris Dinas
Restribusi Dasrah Retribusi Dacrah Retribusi Daerah
9 Pengadaan Jumlah Paket 19 700.000.000 9 Pekerjaan tidak tersclesaikan | Pelaksena pekegjaan tidak Internal dan UC/C | Tidak tercapainya target PPTK/Sub Kooed.
Pakaian Dinas Pakaian Dinas sesuai dengan waktu yvang kamitemen dalam Eksternal jumiah pekaian dinas Kepegawaiar/Sekretaris
beserta Atribut beseria Atribut direncanskan/dipetjanjikan medaksanakan kontrak beserta atributnys Ditias
Kelengkapannya Kelengkapan
10 | Pendidikan dan Juenlsh Pegawai 2 150.000.000 10 Pelaksangan schagian Diklat | Kemampuan sebagian SDA Intemal dan UC/C | Kurang maksimal materi PPTK/Sub Koord.
Pelatiban Pegawai | Bendssarkan Tidak Berjalan Sesuai Yang | Lembaga Pelaksana Kurang Eksiernal yang didepatkan Kepegawsisn/Sekretaris
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diharapkan Kompeten Dalam Dinas
Tugas dan Fungsi vang Mengilauti Memyampaikan Materi




Pendidikan dan
Pelatihan

11 Bimbingan Tekniz | Jumlah Orang 15 70.000.000 11 Terlambatnya pelaksanaan Adanya perubahan regulasi Internal dan UC/C | SDM terlatih dan PPTK/Kasubbag
Implementasi yang Mengikuti Bimbingan Teknis Eksternai kompeten kurang tersedia | Umtal/Sekretaris Dinas
Poraturan Bimbingan Teknis Implementasi Paaturan
Perundang- Implementasi Perundang-Undangan
Tindangan Peraturan

Perundang-
Undanpan

12 | Pemyedinan Jum|zh Paket 7 10.000.000 12 Tidak Sesuainys Komponen | Tidak tersedianya barang Intermal dan UCAC | Barang yang diperlukan PPTK/Kambbag
Komponen Komponen Instalasi |istril/Penerangan sesuni diperlukan Eksternal tidak tersadia Umital/Sekredaris Dinas
Instalasi Instalasi Bangunan Kantor yang
Listrik/Peneranga Listrik/Peneranga disediakan
n Bangunan n Bangunean
Katoe Kantor yang

Discdiakan

13 | Penvediaan Jumiah Paket 30 350.000.000 13 Titlak Sesuainya Jenis Tidak tersedianya barang Internal C Barang yang diperlukan PPTK/Kasubbag
Peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan | sesuai diperlukan tidak tersadia Umtal/Sekretaris Dinas
Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Kantor Kantor vang

Disediakan

14 | Penyedisan Bahan | Jumlsh Paket 13 26.500.000 14 Kualitas harang vang dibeli Harga pasaran lebih tinggi dari § Internal dan UC/C | Kualitas barang kurang PPTK/Kasubbag

Logistik Kantor Baban Logistik tidak sesuai dengan yang SHE Eksternal baik Eimital/Sekreitis Dinas
Kantor yang diharapkean
Disediakan

15 | Penyedisan Jumlah Paket 4 553.020.000 15 Dolumen/Berkas yang di Pelaksana kegiatan tidak Internal C Biaya melebihi pagu PPTK/Kasubbag
Barang Cetakan Barang Celakan copy/eetak melebiti volome | melaksanakan monitoring Umntal/Sekretaris Dinas
dan Penggandaan dan Penggandaan secara maksimal

yang Dhisediakan

16 | Penyclenpgaraan Jurlsh Laporan 1] 605 .000.000 16 Tidak semua kegiatan rapat Adanya Rasionalisasi Interial dan UC/C | Sebagaian Perjelanan PPTK/Kasubbag
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan kocrdinasi den kensultasi Eksternal Dinas Tidak Terskomodir | Unmial/Sekrataris Dinas
dan Konsultasi Rapat Koordinasi bisq diakomodir
SKPD dan Konsultasi

SKPD

17 | Penatausahaan Jamlah Dokumen 1 150.000.000 17 kurang maksimalnya Masih karangnya SDM di nternal C Kutatip tertatarya arsip PPTK/Kasubbag
Arsip Dinamis Penatausahagn pengelolaan arsip bidang kearsipan yang dinag secara maksimal Umital/Sekretaris Dinas
pada SKPD Arsip Dinamis kamnpeten

pada SKPD

18 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 340.000.000 13 Kurang sinkrornya tarif Kenaikan Tarif dasar air, Enternal dan UC/C | Tetjadi kurang bayar PPTK/Kasubbag
Komunikasi, Penyediaan Jasa tagihan pembayaran, listrik, listrik, telepon Eksternal yang mengakibatkan 8T8 | Umtal/Sekrcteris Dinas
Sumber Daya Air Komunikasi, air, telepon dengan
dan Listrik Sumber Daya Air pencairan dana yang tersedia

dan Listrik yang
Disediakan

19 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 90.000.000 19 Sctagian Peralatan dan Penggunaan Peralatan dan Imternal C Banyaknva Samna dan PPTE/Kasutbag
Peralatan dan Penyedizan Jasa Perlengksipan kantor tidak Perlengkapan kantor tidak prasaran yang rusak baik | Umital/Sekretaris Dinas
Perlengkapan Peralatan dan terpelibara/terawat dengan sesuai dengan aturan pakai musak ringan maupu nisak
Kantor Perlengkspan bailc berat (AC,

Kantor yang Genset Komputer, Laptop
Disedizken , Printer)




20 | Penyedigan Jasa Jumlah Laporan 12 1.518.250.000 20 1. Adanys Perubahan 1. ‘Terdapat Perubahan [nternal dan UC/C | Tidak terpenuhinya PPTK/Sub Ioord.
Pelayanan Umurmn | Penyediaan Jasa Jumlsh Tznaga Noun PNS Kebijakan perencenaan dari Eksternal kebuhuhan tenaga Kepegawaisn/Sekretaris
Kantor Pelayanan Unum dan Biays BPJS Keschatan Pemerintsh PusatPimpinan administrasi,kehersihan, Dinas

Kantor vang dan Kematian karena suatu kondisi tertentu keamanan dan supir Non

Disediakan -ASN
2. Tidak tertaksananya 2. ‘Terdapat Perubahan Pelaksanuan paneran PPTX/Sub Koord,
beberapa kegiatan even Kebijakan perencanaan dari yang difkuti fidak sesuai Pengelahan dan
pameran atau promosi luar Panetintah PusatPimpinan target Pemasaran
dan dalam daerah karena suatu kondisi tertentu Hasil/Sakretaris Dinas
3. Pengelolaan website OPD | 3. Terbatastrya SDM pengelola Data dan informasi PPTK/Kasubbag
kurang maksimal website website kurang Umtal/Sekretaris Dinas

date/berkemt

pal Penyadisan Jasa Jamlah Kendarnan 101 501.254.000 21 Titlak senua kendaraan jumlah kendarasan , Usia Internal C Sarana veng digunakan PPTK/Kasubbag
Pemeliharaan, Dinas Operasional dinas bise. terakomodir kendaraan yang relatif sudah tidak dalam kondisi baik Umtal/Sekrutaris Dinas
Biaya atau Lapangan pemnelibaraan- nya tua dan mobilitas vang tinggi dan tidak siap digunakan
Pemeliharaan, vang Dipelibara
Pajak dan dan dibayarkan
Perizinan Pajak dan
Kendaraan Dinas Perizinannya
Operasional atau
Lapengan . —

22 1 PemeliharaanReh | Jumlsh Gedung 6 400.000.000 2 Kualitas hangunan tidak Minimnya SDM petuges Eksternal C Kuzlitas bangunan tidak PPTK/K.asibbag
abilitasi Gedung Kantor dan sesuai spesifikasi dan pelaksana kegiatan sesuai spesifikasi dan Unntal/Sekretaris Dinas
Kantor dan Bangunan Lainnya staridar mutu konstruksi standar muiu konstruksi
Bangunan Lainhys | vang

Dipelihara/Direha
bilitasi

23 | Pendampingan Jumlgh 15 11.146.000.000 23 1. Keterlumbatan penyaluran | 1. Terlambat melakukan Internal dan UC/C | 1. Sarana produksi PPTK/Sub Koord.
Pengpunasn Pendampingan bantuan sarana produksi koordinasi pemantapan dan Eksternal {pupuk, benih dan Barana & Prasarana dan
Sarana Pendulamg | Pengpunsan kepada kelompok sasaran penetapan CPCL alsintan) tidak dapat Sub Koord.

Pertanian Sarana Pendukung vang telah ditetapkan dimanfaatian scsuai Pengembangan
Pertanian waktu yang dibutuhken Aresl Kabid Produksi &
Kabid PP
Luas pengadaan 32 2. Tidak lerlaksananya 2. Terlambat dalam 2. Penerima manfaat
bibit & herbisida penyaluran bantuan sarana penumjukan penyedia barang vang iclah ditetapkan
produksi kepada kelompok tidak meraperolch
sasaran ying telah bantuan sarana produksi
ditetapkan
Luas pengadaan 185 3. Terdapat pekebun vang 3. Keterlambatan penyodia 3. Hasil produksi tidak
pupuk tidak memanfaatkan bantuan | menyerahkan hasil pekerjaan optimel
sarana produksi dengan baik | pengad
dan stau mnenjual /
memindatangankanmys
Jumlah pengadaan 50 4. Terdapat bibit bantuan 4. Tidak terlaksanakannys
alat panen dan mati sehelum ditanam oleh penunjukan penyedia barang
pesca panen pekebun (Gugal Lelang)
Jumlgh Pekebun 44 5. Tenaman dari bibit 5. Pemyedia wan prestasi
Miskin Yang bantuan tidak tumbuh
dengan baik

tMendapatkan




Luas 17 6, Sikap mental pekebun yang
pengembangan/ tiduk bertanggung jewab
pemeliharaan
Kebun Dinas
Jumiah pengadaan 20.000 7. Kumngnya dorongar dan
benil pendampingan dari
PPL/petugas lapang
Petigadaan Bibit 17 8. Pekebun kesulitan biaya
sawit kelompok untuk membuka/menviapkan
Tani Harapan lahan
Dera Bulug Sen
Pengadaan Bibit 16 9. Bibit yang disalwrkan
Keolapa Sawit membawa bibit penyakithama
Kelorapok Tani tanaman
"MULAWARMA
N" (8700 Pohon)
Pengadaan Bibit 16 10. Bibit vang diterima tidak
Sawit (20 Ha) disimpan dan dirawat dengan
Kelompok Tani bailk oleh penerima
"BERSATU" RT,
3
Bantuan Bibit 16 11. Pelcebun terlalu lama
Sawit (30 Ha) menyimpan bibit sebelum
Kelompok Tani ditanam
"SAMA MAJU"
RT, 4
Penyediaan Bibit 16 i2. Bibit yang disslurkan dao
Sawit Kelompok ditanam tidak mememnuhi
Lembong Mandiri standar mutu
Jaya, Dusun
Bensamar
Peryedisan Pupuk 20
Kelomnpok
Lembong Mandiri
Jaya, Dusun
Bensamar
Pettyedisan Bibit 16
Sawit Kelompok
Tani Lamin Dat
Pengadaan Bibit 15
Sawit Dasa
Loleng
Pengadaan Bibit 12
Sawit Desa
Kembang Jangsut
24 | Pemanfaatan SDHG | Jumiah 1 125.000.000 24 Pembinaan dan pengewasan | Kurungmnya tenaga pengawas Internal & Beredarnya benih PPTE/Sub Koord.
Hewan/Tanaman Pemanfantan SDG terhadap peredaran benih benih perkebunan Ekstenal tanaman perketunan Perbenthan/Kabid
Hewan/Tanaman tanaman rerkebunan tidak yang ilegifim (palsu) Kabid PP

mal:simal




25 | Pembangunan, Jumlah Jaringan 122,630,000 25 1. Pekerjean tidak 1. Kondisi cunca (cursh hujan Ekstarnal & UC/C | 1. Tidak tercapuinya PPTK/Sub Koord
Rehabilitasi dan Irigasi Usaha Tani terselosailcan sesuai dengsn tinggi) Internal target peringkatan Sarana &
Pemeliharaan vang Dibangun, waktu yang produksi lenaman Parasirana/Kabid
Jaringan Irigasi Dirchabilitasi , direncans kan/diperjanjikan perkebunan Produksi
Usaha Tani dan Dipelihara

2. Hasil pekerjean tidak 2. Keterlambatan datam 2. Konsiruksi
sesuai dengan spesifikasi penunjukan penyedia dan atan mudab/cepat rusak
teknis penandatanganan kontrak
3. Kegagalan konstruksi 3. Pelaksans pekerjaan tidak 3. Bangunan runfuh/tidak
(gagal koiniternen dalam berfungsi sepenuhtrya
konstruksi/fungsi/desain) melaksanakan kontrak atau pads bagian tertentu

4. Terbatasrya kompetensi

pelugas terkait itmu

konstriksi/betum adanva

petugas yang memiliki

ketnpatensi dalam ilmu/bidang

konstruksi untuk menilai hasil

pekerinan

5. Kurang maksimalnyu peran

pihak pengawas pekerjnan

(fasilitarr untuk pekegaan

swakelola jalan produksi)

6. Kenaikan harga bahsn

malerial

7. Rendalmya kemampuan

SDM pengurus kelompok tani

pelaksana swakelols pekerjasn

permbangunan jalan produksi

8. {esalahan dalam

percncanaan (mal desain)

9, Kualitas konstruksi tidak

sesuai standar dissbabkan

kesengajaan penyedia

26 | Pembengunan, Jumlah Embung 621.310.000 26 1. Pekerjran tidak 1. Kondisi cuaca {curah hujan Eksternal & UCAC | 1. Tidak tercapninya PPTEK/Sub Koord
Rohabilitasi dan Pertanizn yang terselesaikan sesuai dengan tinggi) Internal target peringlkatan Sarana &
Pemeliharasn DRibangun, waktu yang produksi tanaman Parasurana/Kabid
Embung Pertanian | Dirchabilitasi dan direncanakan/diperjanjikan peckebunan Produksi

Pipelihara
2. Hasil pekerjaan tidak 2. Keterlambatan dalam 2. Konstruksi
sesuai dengan spesifikasi penunjukan penyedia dan atan mudah/cepat nisak
teknis penandatanganan kontrak
3. Kegagalan konstruksi 3. Polaksana pekerjaan tidak 3. Benguin runtuhvtidak
(gagal komitemen dalam berfungsi sepasubmya
konstruksi/fungsi/desain) melaksanakan kontrek atau pada bagian tartentu

4. Terbatasnys kompetensi
petugas terkait ilmu
konistruksi/belum edanva
potugas vang menniliki
kompatensi dalam itmuo/bidang




koustruksi untuk menilai hasil
pekerjaan

5. Xurang maksimalnya peran
pihak pengawas pekerjaan
(Fasilitarr untuk pekerjaan
swikelola jalan produksi)

6. Kenaikan harga bahan
material

7. Rendahnya kemam pian
SDM pengurus kelompok tani
pelaksans swakelols pekerjasn
pembanginan jalan produksi

8. Kesalaban dalam
percncanaen (mal desain)

9. Kualitas konstruksi tidak

sesuai standar discbabkan
keuengajaan penyedia
27 | Pembangunan, Jalan Usaha Tani 4,284,340.000 1. Pekerjnan tidak 1. Kendisi cuaca (curah hujan Eksternal & UC/C | 1, Tidak tercapainya PPTK/Sub Koord
Rehahilitasi dan vang Dibangun, terselesaiican sesuni dengan tinggi} Internial target peringkatan Sarana &
Pomeliharaan Direhabilitasi den waktu vang produksi anaman Pamasarana/Kabid
Jalan Usaha Tani Dipelihara direncanakan/dipetjanjikan perkebunan Produksi
2, Hasil pekerjaan tidak 2. Keterlambatan dalany 2. Konstruksi
sesuai dengan spesifikasi penunjukan penyedia dan atau mudah/cepat rusak
teknis penandatang kontrak
3. Kegagulan konstruksi 3. Pelaksana pekerjaan tidak 3. Bangunan runtub/tidak
(gazal komitemen daiam berfungsi sepenubnya
konstruksi/fungsi/desain) melaksanskan kontrak atau pada bagian terientu
4. Terbatasnya kompetensi
palugas terkait ilmu
konstruksi/belum adanva
petugas yang memiliki
kompetensi dalam ilmu/bidang
konstruksi untuk mendlai hasil
pelerjaan
5. Kurang maksimalnya peran
pibsk pengawas pekerjaan
(fasilitarr untuk pekerjaan
swikelola jalan produksi}

6. Kenaikan harga behan
material

7. Rendahnya kemam puan
SDM pengurus kelompok tani
peluksana swakelolz pekerjaen
pernbangunan jakan produkst

8. Kesalahan dalam
perencanaan (mal desain)

9. Kualitas konstruksi tidak
sesuai standar disebabkan
kesengajaan penyedia




28 | Pembangunan, Jumlah Pintu Ar 9 340.470.000 1. Pekerjran tidak 1. Kondisi cuaca (curah hujan Eksiernal & UC/C | 1. Tidak tercapuinya PPTE/Sub Koord
Rehabilitasi dan vang Dibangun, terselesailian sesuai dengan tinggi) Internal target peringkatan Sarana &
Pemeliharaan Dirchabilitasi dan waldu yang produksi tanaman Parasurana’Kabid
Pintu Air Dipelihara direncanakan/diperjanjikan perkebunan Produksi

2. Hasil pekerjaan tidak 2. Keterlambatan dalam 2. Koustriksi
sesuai dengan spesifikasi penunjukan penyedia dan atau mudah/cepat rusak
teknis penandatanganan kontrak
3. Kegagalan konstruksi 3. Pelaksana pekerjsan tidak 3. Bangunan runtubytidak
(gazal koniteren dalam berfungsi sepenubnya
konstruksi/fungsi/desain) melaksanakan kontrak atau pada bagian tertentu

4. Terbatasnya kompetensi

pelugas terkait ilmu

konsiruksizhetumn adanvg

petugas yang memiliki

komnpetensi dalam ibmu/bidang

konstruksi untuk menilai hasil

pekerjaan

5. Kurang maksimalnya peran

pihak pengawas pekerjuan

{fasilitarr untuk pekegjean

swakelola jalan produksi)

6. Kensikan harga bahen

material

7. Rendahnya keandmpaan

SDM pengurus kefompok tani

pelaksana swakelola pekerjaen

petnbangunan jalan produksi

8. Kesalahan delam

percncanaan (mal desain)

9. Kunlitas konstruksi fidak

sesuai standar dischabkan

ketengajazan penyedia

29 | Pengendalian Jumiah Luas 110 150.000.000 1. Tidak 1erlaksananya 1. Kurangnys petagas izknis Intemal & UC/C | 1. Tidak tercapninya PPTK/Sub Koord.
Organisme Serangan pengamaian dan gerakan Pengamat dan Pengendali OFT | Eksternal tarpet poningloatan Pengamatan &
Pengganggu Organisme pengendalisn OPT produksi tanaman Pengendalian
Tumbuhan (OPT) Pengganggu perkebunan OPT/Kubid
Tanaman Pangan, Tumbuban (OPT) Perdindungan
Hortikulturs, den Tanaman Pangan,

Perkebunan Hortikuitura, dan
Perkebunan yang
Dikendaliken
2. Kesalaitan Penpemat OPT | 2 Tidek tersediannys sarana 2. Kesalshan dalam
dalam identifikasi jenis OPT | uniuk penegndalien OFT menentmkan dan
den luas serangan secar memedai melakukan gerakan
pengendalian OPT

3. Kurangnya motivasi
pel:cbun pekebun dalam
melakukan pengendalian OP'T




berdasarkan rekomendusi
teknis hasil pengamatan oleh

petugas
4. viasih kurangnya
pengetabuian dan ketrampilan
pelugas pengamat
30 | Penmanganan Jumleh Area 22.650 150.000.000 30 Tidak oplimalnya 1. Belum tersosialisasik.annya Intermal & UC/C | Terganggunya PPTK/Sub Koord.
Damipak Terdampak pengelolaan ANKT di dalam | socara komprehensif Peraturan | Eksternal keseimbangan dan Pengendalian
Perubahan Iklim Perubahan Tklim areal [UP oleh perusshaan Gubernur Kaltim No. 43/2021 kemantapan ckusistem Lingkungan/Kabid
(DPI) Tanaman {DP1) Tanaman perkebunan Tentang Pengelofaan ANKT di esensial pada arca Perlindungan
Pangan, Pangan, Arca Perkebunan dan perkebunan sena
Hortikultura, dan Hortikulture, dan Keputusan Bupati Kukar No. punahnys jenis tumbuhan
Perkebunan Perkebunan yang A75/SK-BUP/HK/202} Tentang dan satwan liar
Ditangani Penctapan ANKT di Dalam
Kawasan Peruntukan
huﬂ-- b 1
2. Banyaknys perusahann yang
belum memiliki RPP (Rencana
Pengelolann dan Pematavan)
ANKT
3. Musth kurangnya komitmen
Pimpinan Perusahaat
Perket dalam pengelol
ANKT
31 | Poncegshan, Jumiah Luasan 100 150.000.000 3 Meuingkatya Kebakaran 1. Masih rendshnya kesadaran | Eksternal uc 1. Tingginya resiko PPTK/Sub Koord.
Penanganan Pencegahan, Lahan dan kebun Serta pel:chun datam menjaga tehan kebakaran Ighan dan Pengendalian
Kebakaran Lahan, Peranganan Cangpuan Usaba Tanaman dan kebun dari kebakaran kebun LingkunganKabid
dan Gangguan Kebakaran Lahan, Perkebunan Pedindungan
Usaha Tanaman dan Gangguan
Pangan, [Jzaba Tapaman
Hortikuttura, dan Pangan,
Perkebunan Mortikultura, den
Perkebunan
2. Belum terlaksananya 2. Tingginya gengguan
Fasilitasi Gangguan Usaha usaha perkebunan
Perksbunan yang discbabkzn
baik oleh bencana atam dan
manusia
32 | Pembinaan dan Jumlah Izin Usaha 2 250.000.000 32 1, Bendatorya kessdaran dan | 1. Masib kurangnya sosialisasi | Imternal & UC/C | 1. Cakupan pembetian PPTK/Sub Koard.
Petygawasan Pertanian yang pemabaman pekebun untuk kepada pekebun tentang Eksternal STDB kepeda pekebun Pembinaan dan
Penerapan Izin Dibina dan mendaftakan usaha Peraturan Bupati No. fentang rendah Gangguan Usaha/Kabid
Ussha Pertanian Diawasi budidayaiya Pendaftaran Usaha Budidaya Usaha dan Penyuluhan
Parkebunan

3. Aplikasi STDB Online
tidak berfingsi dengan bak

2, Kemampuan pefugas
administrasi (admin) kurang

2. Penerhitan §TDB
secara onfine tidak
torlaksana

3. Data datam STDB tidak
valid

3. Pengetahuan pekebun dalam
penggunaan aplikasi rendah

3. Munculoya komplain
dsri pihak-pihak tertenm

4. Hasil pemetaan tidak
skurat dan atau tidak

4, Isian data dan persyaratan
adininistrasi permohonan

4. Peta kebun subagai
lempiran STDE tidak




lengkap STDB tidek lengkap den atau akurat
tidak valid
5. Tidek remua PBS yang 5. Verifikasi permohonan tidak 5. Pembinaan terhedap
telsh jatuh tempo dapat cermat PBS tidak dapat
ditakukar Penilaian Ussha dilakukar secara
- ] Perkebunan (PUP) koenprehensif
6. Tenaga Teknis
Panetaan/GIS kurang
7. Pengethuan teknis (znaa
pemsiaan lentang pemetaan
dan pengolahan data hasil
petnetnan (drone) kurang
8. Kurangnya petugas Penilai
Yang Melaksanakan PUP
3 Pengembangan Jumiah 47 400.00:0.000 3 1. Pendampingan dan 1. Kurangnys tenaga PPL Intemal 1. Kemampuan pekebun PPTE/Sub Koard.
Kapasitas Kelembagaan pembinaan terhadap dalam pangeiolaan usaha | PenyuluhanKabid
Kelembagaan Petuni di pekebun lidak maksimal lansh Usahs. dan Penyuluhag
Petani di Kocamatan dan
Kecamatan dan Desa yang
Diesa Dritingkatian
Kapasitasnya S
2. Keikutsertaankehadiran 2. Koordinasi di tingkat 2. Regenorasi pekebun
pokebun rendah lapangan kurang baik berjalan lambat
3. Daya sarap pekebun 3. Kemampuan
dalam menerima materi PPL/Namsumber lemash
kurang
4. Keikutsertaan pekebun 4. Metode pembelajaran tidak
milznial dalam kegiatan menarik
pemibinaan rendakh
5. Kumngnya minat generasi
muda dalam melakukan usaha
dibidang porkebunan
34 Pembentukan Jumlah Badan 2 150.000.000 34 Fasilitasi dan pendampingen | Kumngnya kemampuan dan Infernal Tidak terbertuknya PPTER/Sub Koord.
Badan Usaha [saha Milik pembentukan dan peran tenaga Badsan Usaha Milik Pengolahan dan
Milik Petani Petani yang pembinazn Badan ussha fasilitator/pendamping/PPL Petani dan kemitraan Pemnasaran [asil/Kabid
Dribentuk Milik Petani tidak maksimal | dan Kurangnya minat pekebun uzaha tiduk dagat Usaha dan Pemyutuhan
dan pengurus lambaga tervsjud
pelicbun untuk membentuk

Badan Usaha Miik Petuni




4.2 Analisis Risiko
Hasil Analisis Risiko Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Katanegara sebagai benkut:

Kode Risike yang teridentifikasi Pengendalian yg sudah ada Resldu
Risiko, (Keps tahan /Aturan/SOP di) (Ada/Tidak)
Anaiisis Risiko Existing Pengendalian
Kemungkinan Dampak Skor Kategorl/ Memadai/Tidak | Efekiiff Tidak
peringkat risiko memadai Efektif
1 Pertumbubyn ekonomi sub sektor 2z 3 6 Rendal sedang 1. Perde no. 16 tahun 2021 tentang Memadai Efektif Ada
petkebunan lebih rendah dari target REJMD 2821 - 2026 Kabupaten
atau menrun dibandingkan dengan Kutai Kartanegars
tahun 2022 yang disebabkan oleh 2. RPTMI} 2021 - 2026 Kabupaten
Produksi kemoditi perkebunan tebih Kutai Kartanegara
rendsh dari target atau menunun 3, Renstre Dinas Perkebunan 2021~
dibandingkan dengan tshun 2022 dan 2026
Harga seluruh atau sebagian komoditi 4. Renja 2023
peskebunan lebih rendah dari < DPATA. 2073
perkitaan alay tahun 2022
Hasil Analisis Risiko Program Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Katanegara sebagai berikut:
Kole Rislkn yang teridentifikasi Pengendalian yg sadah ada Residu
Risiko Analisis Risiko (Kepa tuhan /Aturan/SOP di) Existing Pengendalian (Ada/Tidak)
Kemungkinan Dampak Shor Kategord/ Memadai/Tidak | Efektil7 Tidak
peringhat risiko memadai Efektif
| Nilai SAKIP Perengkat Dacrah Tidak 2 F3 4 Rendah Rensira, Renja dan DPA Dinas Memadai Efektif Tidak
memenuvhi Tarpst Pakebunan, SOP Renstra, SOP
Renja, SOP Penyusunan RKADPA
SKPD, SOP Pengelolaan Dats, SOP
Tapkin, $OP IKK dan LPPD, SOP
LEJIP
F3 1. Keierlambatan penyaluran baniuan 2 2 4 Rendah SOP Pengelolaan Kebun Dinas, Mermadai Efektif Ada

sarana produksi kepada kelompok
sasuran yang telsh ditetapkan

2. Tidak terlaksananya petnyaluran
bantuan sarana produksi kepada
kelompok sasaran yang telah
ditetapkan

SOP Kegiatan Pemantauan,
Penyiapen dan Pemanfastan lahan
Porkebunan, SOP Pengsdaan
Barang




3. Terdapat peketun vang tidak
memanfaatian bantuen sarana
produksi dengan baik dan atay

enjual/memindshiangankannya

4. Terdapat bibit baniuan mati sebelurn
ditanam oleh pekuebun
5. Tanaman dari bibit banman tidak
tumbuh dengan baik

3 1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai 2 2 4 Rendah SOP Pengadaan Barang Memadai Efektif’ Ada
dengan waktu yang
direncanakun/diperjanjikan
2. Hasil pekerjaay fidak sesuai dengan
spesifikasi teknis
3. Kegagalan konstruksi (gagal
konstruksi/fungsi’ desain)

4 1. Tidek tercapainya luas pengendatian 2 2 4 Rendah SOF Identifikasi dan Pengairatan Memadai Tidak Efektif Ada
OPT sesusi target OI'T, SOP Pengendalian OFT, SOP
2. Kesalahan Pengamat OPT dalam Pemantausn
identifikasi jenis OPT dan luas
serangan

3 Kurangnya Pekebun yang 2 2 4 Rendah Peraturan Menteri Pertanian notmor : Memadai Tidak efektif Ada
mendapatkan STIJB 07/ Permentan / OT.140 /2/2009
Perusahaan yang mendapat Sertifikat tentang Podoman Penilsian Usaha
tidak sesuai large? Perkebunian dan SK. Dirjen nomor

105 tahun 2018 tentang Fedoman
Penerbiten STDB

5 Tidak Bertambahnya Kenaikan F] 2 4 Rendsh SOP Penywiuhan Memadai Tidak efektif Ada
Persentase Kelas Kelompok Tani
(Persen)

Hasil Analisis Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Katanegara sebagai berikut:
Kode Risiko yang teridentifikasi Fengendaltian yg sudah ada Residu
Risiko (Kepa tahan /Aturan/SOP diy (Ada/Tidak)
Analisis Risiko Existing Pengendalian
Kemunghinan Damprak Skor Kategori/ MemadaiTidak | Efektf Tidak
petingkat risike memadai Efektif

1 Tidak tersusunnys Dokumen 2 2 4 Rendah SOP Renstra, SOP Renja, SOP Memadai Tidak Efelctif Ada
Perencanasn, Perangkat Deerah Penryusunan RKA/DPA SKPD

2 Tidak Tersusunmya Dokumen Capaian 1 2 2 Rendah SOP Pengelotann Data Memadai Efekif Tidak
Kinerja dan Tchtisar Realisasi Kinetje
SKPD




3 Terlambatnya Peinbuatan Dokumen 2 Rendah SOP Tapkin, SOP IKK dan LPPD, Memadai Tidak Efektif Ads
Evaluasi Kinerja Daerah SCP LKTIP
E) Tertundanva Pembayaran Gaji dan 2 Rendah SOP Gaji Pegawai, SOP Kenakan Memadai Efektif Tidak
Tunjangan ASN Gaji Berkaila, SOP Rapel Gaji dan
SCOP TPP
3 Data Pembuatan Laporan Bulanan 2 Rendah SOP Penyampaian SPJ, SOP Pajak Memadai Efektif Tidak
Keuangan Tidak Akuntabe]
5 Drata Rekonsiliasi dan Pemyusunan 2 Rendah SOP Pengelolasn Data Memadai Efektif Ada
Laporan Barang Milik Dacrah Belum
Lengkap
7 Daty Barang Mitik Dacrah Belum 2 Rendah SOP Pengamanan Barang Inventaris Memadai Efektif Ada
Terupdate
H Data Pengelolaan Retribusi Dacrah 2 Rendah S0P pengelolaan dain Memadai Efekfif Tidak
belum lenglcap
9 Pekerjaan tidak terselesaikan sesusi 2 Rendah SCP Pengadaan Barang Memadai Efekitif Ada
dengan wakiu yang
direncanakan/dipegjanjikan
10 Pelaksanaan sebagian Diklat Tidak 2 Reudah Peraturan Bupati Kntai Kariancgara Memadai Efcktif Ada
Berjalan Sesuai Yang Diharapkan Nemeor $4/SK-BUPHK/202]
tentang
Standar Rumpun dan Uraian Tugas
Jabatan P'elaksana
11 Terlambatnya pelaksanaan Bimbingan 2 Rendah Peraturan Bupati Kutai Kartancgarn Memadai Efcktif Ads
Toknis briplementasi Peraturan Nonor 54/SK-BUP/HK/202]
Perundang-LUndangan tentang
Stendar Rumpun dan Uraian Tugas
Jahatan Pglaksana
12 Tidak Sesuainya Komponen Instalasi 2 Rendah SCP Pengadaan Bamng Memadai Efaktif Ada
Listrik/Pencrangan Banguoan Kantor
yang disediakan
13 Tidak Sesuninya Jenis Peralatan dan 2 Rendah SOP Penpadsan Barang Memadai Ffektif Ads
Perlengkapan Kantor yang disediakan
14 Kualitas barang vang dibeli tidsk 2 Rendah SCP Pengadaan Barang Memadai Efektif Ada
sesuai dengan yang diharapkan
15 Dokumen/Berkas yang di copy/cetak 2 Rendsh SOP Pengadastt Barmug Memadai Efektif’ Tidak
melebihi veiume
16 Tidak semua kegiatan rapat koordinasi P Rendah SCP Penvelenggarasn Rapat, SOP Memadai Efektif Ada
dan konsultesi bisa diakomodir SPT dan SPPD}
17 kurang meksimalnya pengelolaan arsip 2 Rendah SOP Pengarsipan Memadai Efektf Tidak
18 Kurang sinkronnya tarif tagihan 2 Rendah SOP SPI) dan SOP GU Memadai Efektif Tilak
pembayaran, listrik, air, telepon
dengan pencairan dans yang tersedia
i9 Scbagian Peralatan dan Perlengkapan 2 Rendah SOP Perbaikan Sarana Prasarana Memadai Efektif Tidak
kantor tidak terpelihara/terawat
d baik
20 1. Adanya Perubahan Jumlah Tenaga 2 Rendah SOP Pepgelolaarn Website, SOP Memadai Efektif Tidak
Non PNS dan Biays BPJS Keschaten Peleksansan Expo
dan Kematian

2. Tidak terlakssnamya beberapa




kegiatan evon pameran atau promosi
luar dan dalam deerah

3. Pengelolaan website OPD kurang
maksimal

Tidak semua kendaraan dinas bisa
terakomodir | liharaan- nya

TRendah

SOP Perbaikan Sarapa Prasarana

Memadai

Efektif

Ada

Kualitas bangunan tidak sesuai
spesifikasi dan staindar muty
konstruksi

Rendsh

SCP Perhaikan Sarana Prasarana

Memadai

Efektif

Ada

1. Koterlambatan pemyvaluran bentuan
sarana produksi kepada kelompok
sasaran yang telal ditetapkan

2. Tidak terlaksananya penyaluran
bantuan sarana produkst kepade
kelompok sasaran yang telah
ditetapkan

3. Terdapat pekebun yang tidak
memanfhatkan bantuap ssrana
produksi dengan baik dan atan
menjual / memindahiangankanmya

4, Terdapat bibit bantuan mati sebelany
ditanam oleh pekcbun

5. Tanaman dari bibit bantuan tidak
mimbuh dengan baik

Rendah

S0P Pangelolaan Kebun Dinas,
SCOP Keyiatan Pemantauan,
Penyiapan dan Pemanfaaian lahan
Pakebunan, SOP Pengadann
Barang

Memadai

Efektif

Ada

Pembinazn den pengawasan terhadap
petedaran benih tinaman perkebunan
tidak maksimal

Rendsh

S0P Kegialun Pemantsuan,
Penyiapsn dan Pemanfiatan Jahan
Perkebunan

Memadai

Efektf’

Ada

1. Pekerjaan tidak tersclesaikan sesuai
dengan waktu yang
dir kan/dipegjanjikan

2. Hasil pekerjann tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis

3. Kegagnrisn konstruksi (gagal
konstraksifungsi‘desain)

Rendah

SOP Penpadasan Bamang

Memadai

Efektif

Ada

1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesusi |
dengan waktu yang
direncanskan/diperjanjikan

2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dsngan
spesifikasi teknis

3. Kepagalan konstruksi (gagal
konstruksi/fungsi desain)

Rendah

SCP Pengadaan Barang

Memadai

Efuktif

Ada

1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai

dengan wakiu yang
direncanaken/diperjanjikan

2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan

spesifikasi teknis

3. Kegngalan koustruksi (gagal
konstruksifungsi-desain)

Rendah

SCP Pengadaan Barang

Memadai

Efektif

Ada

28

1. Pekerjnan tiduk terselesaikan sesuai
dengan wakiu yang

Rendah

SOP Penygadaan Barang

Memadai

Efektif

Ada




direncanakan/diparjanjikan

2. Hasil pekerjaar tidek sesuai dengarn:
spesifikasi teknis

3. Kegngalan konstruksi (gagal
konstruksi/fungsi desain)

1. Tidak terlaksananva pengamatan

2. Kesalshan Pengamat OPT dalam
identifikasi jenis OPT dan luas
SETRNZAN

dan gerakan penpendalian OPT

Rendah sedang

SOP ldentifkcasi dan Pengarnatan
OFT, SOP Pengendalian OPT, SOP
Pemantauan

Memadaj

Efektif

Aila

di dalam arcal IUP oleh perusahaan
perkebunan

Tidak optimalnya pengeloisan ANKT |

Rendah

S0P Pengendslion Lingkungsn

Memadai

Efektif

Ada

Meningkatnya Kebakaran Lzhan dan
kehun Serta Gangguan Usaha
Tanaman Perkebunan

Rendal

SCP Sarana Perlindungan

Memadai

Efeknf

Ada

1. Rendahnva kesadaran dan
pemahaman pekebun untuk
mendafiarkan usaha budidayanya

2. Aplikasi STDE Online tidak
berfungsi dengan baik

3. Data dalem STDB tidak valid

4. Hasil pemetaan tidak akurat dan
atan tidak lengkap

5. Tidak semusa PBS yang telah jatuh
tempo dapat dilakukan Panilaian
Usaha Perkzbunan (PUP)

Rendah sedang

Perataran Menteri Pertanian nomor
07/ Permentan / OT. 140 /2/2009
temtang Pedoman Penilaian Usaba
Perkebunan dan SK Dirjen nomor :
105 tahun 2018 tentang Pedoman
Penerbitun STDB

Memadai

Efektif

Ada

33

1. Pendampingan dan pembinaan

2. Keikutsertaan/kehadiran pekebun
rendah

terhadap pekebun tidak maksimal

3. Daya serap pekebun dalam
menerima materi kurang

4, Keikutsertaan pekeban milenial
dalam kepintan pombinaen rendah

Rendah

SCP Penyuluhan

Memadai

Efektif

Ada

Fasilitasi dan pendampingan
pembentukan dan pembinesn Badan

usaha Milik Petani tidak maksimal

Rendah

SOP Penvuluhan

Memadai

Efektif

Ada




4 4 Evaluasi Risiko
Tujuan evaluasi misiko adalah membantu proses pengambilan keputusan.
Evaluasi risiko meliputi proses perbandingan hasil analisis dari masing-masing
risiko terhadap kritera risiko yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah
suatu tindakan lebih lanjut terhadap risiko tersebut diperlukan. Kondisi tersebut
mengarah pada keputusan untuk:
- Tidak melakukan apa-apa
- Mempertimbangkan opsi periakuan risiko
- Melakukan analis lebih lanjut untuk memahami risiko lebih baik.
- Mempertahan pengendalian risiko yang ada
- Mempertimbangkan ulang sasaran proses.
Hasil analisis terhadap risiko yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah
selanjutnya dilakukan evaluasi dan ditentukan Prioritas Penanganan Risiko
Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Katanegara seperti Tabel berikut:
4 4.1 Evaluast Risiko Strategis

Kode Risiko Yang Nilai Kategeni Peringkat Keputusan Perlakuan Risiko
Risiko Teridentifikasi Skor Risiko Risiko (Diterima,
Mitigasi/DihindanMibagiy
1 Pertumbuhan  ekonomi 6 Rendah 1 Mitigasi
sub sektor perkebunan Sedang
lebth rendah dari target
dldu THELIUIUIL

dibandingkan  dengan
tahim 2022 yang
disebabkan oleh
Produksi komoditi
perkebunan lebih rendah
dari target atax menurun
dibandingkan  dengan
talmm 2022 dan Harga
seliruh  atau  sebagian
komoditi  perkebunan
lebih  rendah  dari
parkiraan  atau  tahun
2022




4 .4.2 Evaluasi Risiko Program

Kode
Risiko

Risiko Yang Teridentifikasi

Nilai
Skor

Kategori
Risiko

Peringkat Risiko

Keputusan Perlakuan
Risiko

2

1. Keterlambatan penyaluran
bantuan sarana produksi kepada
kelompok sasaran yang ftelah
ditctapkan

2. Tidak terlaksananya
penyaluran  bentugn  sarana
produksi  kepada  kelompok
sasaran yang teiah ditetapkan

3. Terdapat pekebun veng tidak
memanfastkan bantwan sarana
produksi dengan baik dan atau
menjual/memindahtangankannya

4. Terdapat bibit bantuan mati
sebelum ditanam oleh pekebun

5. Tanaman dasi bibit bantuan
tidak fumbuh dengan baik

Rendah

Mitigasi

1. Pekerjsan tidak terselesaikan
sesuai  dengan waktu yang
direncanakan/diperjanjikan

2. Hasil pekerjasn tidak sesuai
dengan spesifikasi teknis

3. Kegagalan konstruksi (gagal
konstruksi/fungsi/ desain)

Rendah

[

Mitigasi

1. Tidak tercapainya Iuas
pengemkiation OPT sesuat targel

2. Kesalahan Pengamat OPT
dalam identifikasi jenis OPT dan

Iuas serangan

Rendah

Mitigasi

Kurmgnys  Pehebun yaug
mendapatkan STDR

Perusahaan  yang  mendapat
Sertifikat tidak sesuai target

Remdah

Mitigasi

Tidak Bertambahnya Kenaikan
Persentase  Kelas Kelompok

Tani (Persen)

Rendah

Mitigasi

Nilai SAKIP Perangkat Daersh
Tidak memenuhi Target

Rendah

Diterima




4 4.3 Evaluasi Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode
Risiko

Risiko Yang Teridentifikasi

Nilai
Skor

Kategori
Risiko

Perimgkat Risiko

Keputusan Perlakuan
Risiko

1. EKetetlambatan penyaluran
bantuan sarana produksi kepada
kelompok sasaran yang telah
ditetapkan

2. Tidak terlaksananya
penyaluran  bantuan  sarana
produksi  kepada

sasaran yang telah ditetapkan

kelompok

3. Terdapat pekebun vang tidak
memanfaatkan  bantuan sarans
produksi dengan baik dan atsu
menjual /
menundahiangshannya

4. Terdapat bibit bantuan mati
sebelum ditanam oleh pekebun

5. Tanaman deri bibit bantuan
lidah tumbub dengun baik

Rendah

Mitigasi

24

Pembinaan dan  pengawasan
terhadap  peredaran  benih
tanaman  perkebunan  tidak

maksimal

Renedah

Mitigasi

27

I. Pekerjaen tidak terselesaikan
sesupi dengan waktu yang
direncanskan/diperjanjikan

2. Hasil pekerjsan tidak sesuai
dengan spesifikasi teknis

3. Kegagalan konstruksi (gagal
konstruksi/fungsi/desain)

Rendah

Mitigasi

26

l. Pekegaan tidak terselesaikan
sesual  dengan waktu vang
direncanakan/diperjanjikan

2. Hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan spesifikasi teknis

3. Kepagalan konstiuks: {gagal
konstruksifungsi/desain)

Rendah

Mitigasi

28

1. Pekerjaan tidak terselesaikan
sesuai  dengan wakfu yang
dircncanakan/diperjanjikan

2. Hasil pekerjaan tidak sesuai

Rendah

Mitigasi




dengan spesifikasi teknis

3. Kegagalan konstruksi (pagal
konstruksi/fungsi/desain)

25

1. Pekerjaan tidak terselesaikan
sesuai  dengan waktu yang
direncanakan/diperjanjikan

2. Hasil pekerjaan tidak scsuat
dengan spesifikasi teknis

3. Kegagalan konstruksi {gagal
konstruksi/fungsi/desain)

Mitigasi

|3 Tidak terlaksananya
pengamatan dan gerakan
pengendalian OPT

2. Kesalahan Pengamat OPT
dalam identifikasi jenis OPT dan

fuas serangan

Rendszh
sedang

Mitigasi

30

Tidak optimainya pengelolaan
ANKT di dalam areal IUP oleh
perusshaan perkebunan

Rendah

31

Meningkatnya Kcbakaran 1ahan
dan  kebun Serta Gangguan
{saha Tanaman Perkebunan

Rendah

Mitigasi

32

1. Rendahnya kesadaran dan
pemahaman  pekebun  untk
mendaftarkan usaha
budidayanya

2. Aplikasi STDB Oulme {idah,
berfungsi denpan baik

3, Data dalam STDB tidak valid

4. Hasil pemetasn tidak akurat
dan ateu tidak lengkap

5. Tidak semua PRS vang telah
jatuh tempo dapat dilakukan
Penilaian Usaha Perkebunan
(PUP)

Rendah
sedang

10

Mitigasi

33

1. Pendampingan dan pembinaan

terhadap pekebun tidak
maksimal

2. Keikutsertaan/kehadiran
pekebun rendsh

3. Daya serap pekebun dalam
menerima materi kurang

4. Keikutsertaan  pekebun
1uileniat dalam kepiatan

Rendah

11

Mitigast




pembinaan rendah

33

Fasilitasi dan  pendampingan
pembentukan dan  pembinaan
Badan usaha Milik Petani tidak
maksimal

Rendah

Mitigasi

Termndanya Pembayaran Gaji

den Tunjangan ASN

Rendah

Diterima

13

Tidak Sesuainya Jenis Peralatan

dan Perlengkapan Kantor yang
disediakan

Rendah

i4

Mitigasi

I8

Kurang sinkromnya tarif tagihan
pembayaran, listrik, air, telepon
dengen pencairan dana  yang
tersedia

Rendah

15

Mitigasi

Pekerjaan  tidak  terselesaikan
sesuai  dengan waktu yang
direncanakan/diperjanjikan

Rendah

16

Mitigasi

21

Tidak semua kendaramn dinas
bisa terakomodir pemeliharaan-
nya

Rendah

17

Mitigasi

22

Kualitas bangunan tdak sesuai
spesifikasi dan  standar mutu
honsiruksj

Rendah

Mitigasi

Tidak tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Perangkat Daerah

Rendah

19

Tidak Tersusunnya Dokumen
Capuian Kinefa dan  Ikhiisar
Realizasi Kineria SKPD

Rendah

20

Diterima

Terlambatnya Pembuatan
Dokumen  Evalussi  Kinetja
Daerah

Rendah

21

Mitigasi

Data  Pembuatan  Laporan
Bulanan  Keuangan  Tidak
Alamtabel

Rendah

22

Ditetima

Data Rekonsiliasi dan

Penyusunan Laporan Bamang
Milik Daerah Belum Lengkap

Rendah

23

Mitigasi

Data Barang WMilik Daerah
Belum Terupdate

Rendah

22

Mitigasi

10

Pelaksanasn  sebagian Diklat
Tidak Berjalan Sesuai Yang
Diharapkan

Rendah

25

Mitigasi

11

Terlambatnya pelak sanaen

Binbingan Tcknis Implementasi

Rendah

26

Mitigasi




Peraturan Perundang-Undangan

lidak semua  kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi bisa
diskomodir

Rendah

27

Mitigasi

17

kurang maksimalnya
pengelolaan arsip

Rendah

28

Mitigasi

Scbagian Peralatan dan
Perlengkapan  kantor  tidak
terpeliharaterawat dengan baik

Rendah

Ditcrima

20

1. Adanya Perubahan Jumlgh
Tenaga Non PNR dan Biaya
BPIS Keschatan dan Kematjan

2. Tidak terlaksananya beberapa
kegiatan even pameran atau
promosi luar dan dalam daerah

3. Pengelolaam website OPD
kurang mzksimal

Rendsh
Rendah
Rendah

30

Mitigasi

Dokumen/Berkss  yang  di
copy/cetak melebihi volume

Rendah

31

Diterima

14

Kuslitas barang yang dibeli tidak
sesuai dengan yang diharapkan
Data  Pengelolaan  Retribusi
Daerah belum lengiap

Rendah

Rendah

32

33

Mitigasi

Diterima

Tidak Sesuainya Komponen
Instalasi Listrik/Penetangan
Bangunan Kantor yang
disedighag

Rendah

34

Mitigasi




4.5 Peta Risiko
Berdasarkan Hasil Evaluasi Risiko, disusun Peta Risiko Perangkat Daerah
4.51 Peta Penurunan Level Risiko Strategis

Matriks Peta Risiko

Kemungkinan
(3%

Dampak

4.5.2 Peta Penurunan Level Risiko Program

Matriks Peta Risiko

Kemungkinan

Dampak




4.5.3 Peta Penurunan Level Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan

Matriks Peta Risiko

Kemungkinan

Dampak




BAB V RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

5.1
Strategis

Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada sasaran

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan, selanjutnya dilakukan

pendampingan terhadap perlakukan risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Risiko pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Hasil seperti

Tabel berikut:
5.1.1 Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis
Kode Risiko Skor | Perlakuan Rencana Tindak Pengendalian Waktu Pelaksana
Risiko Pelaksanaan Pengendalian
} Pertumbuhen  ekonomti  sub  sektor ! Mitigasi 1. Melakukan evaluasi seecara cermat | TWI-TWIV Sekretaris
perkebunian lebih rendah dari target atau terhadap komponen-kompenen belanja Dinas
menunr dibandingkan dengan tahun 2022 yang tidak mendesak dan satuan biaya Perkebunan
yang disebabkan oleh Produksi komoditi dalam RKA/DPA yang tidak sesuai
perkebunan lebih rendah dari target atau dengan kondist terkini
menumn dibandingkan dengan tainm 2022 2. Mengusulkan pergeseran dan atan
dan Harga seluruh atau sebagian komoditi perubghan belanja berdasarkan hasil
perkebunan lebih rendah dari perkiraan atau evaluasi
tahun 2022 3. Melakukan evahluasi dan pemberian
penghargaan dan hukuman (reward and
punishment kepada pekebun penrima
bantuan, PPL dan UPTD
5.2 Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program
Kode Risiko Skor | Perlakuan Rencana Tindak Pengendalian Waktu Pelaksana
Risiko Pclaksanaan Pengendalian
1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tidak 4 Mitigasi Berkoordinasi dan Konsultasi dengan | TWIs/d TWIV | Sekretariat
memenuhi Target pihak terkait
2 1. Keterlambatan penvaluran baniuan 4 Mitigasi | 1. Menerapkan sanksi kepada penyedia [ TWIs/d TWIV | PA,  Bidang
sarana produksi kepada kelompok sasaran yang terlambai menyerahkan hasil Produksi;
yang telah ditetapkan pekerjaan pengadsan sesuai ketentusn Bidang
yang berlaku Pengembangan
2. Tidak terlaksananya penyaturan bantuan 2. Melakukan survey harga dan & Perbenihan




sarana produksi kepada kelompok sasaran
yang telah ditetapkan

3, Texdepat pekebun yang tidak

spesifikasi barang secara cermat dan

terbaru

3. Mengelihkan sise barang bantuan

memanfaatkan bantuan sarana produksi kepada pekebun lainnya
dengan baik dan alan
menjual/memindshtangankannya
4. Terdapat bibit bantuap mati sebelum
ditanam cleh pekebun
5. Tapaman dari bibit bantuan tidak
tumbuh dengan baik
3 1. Pekerjaan tidak terselesaikan sesuai Mitigasi | 1. Melakukan koordinast dengan pihak | TWIsd TWIV | Bidag
dengan waktu yang BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca Produksi
direncanakan/diperjanjikan
2. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan 2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas
spesifikasi teknis PU dalam pengawasan dan penilaian
hasil pekerjaan sebelum serzh terima
3 Kegagalan  konstruksi (gagal 3. Menerapkan sanksi kepada penvedia
konstruksi/funpsy/ desain) sesual ketentusn yang berlaku apabila
resiko timbu! akibat dari pelanggaran
oleh penyedia
4 1. Tidak tercapainya luas pengendalian Mitigasi t. Membentuk regu Pengendali OPT di | TWIs/d TW IV | Bidang
OPT sesuai target tingkat kelompok tani Perlindungan
2. Kesaluhan Pengumal OFT dulam 2. Melskukan  pertemusn  koordinisi
identifikasi jenis OPT dan las serangan berkala bagi Petugas Pengamat dan
Pengendali OPT
5 Kurangnya Pekebun yang mendapatkan Mitigasi | Pengambilan tittk koordinet dan | TWI&d TWIV | Bidang Usaha
STDB pengajuant STDB dan Penyulidyie
Pervsahaan yang mendapat Sertifikat tidak Analisn  data dan  Administms,
sesuai target Peninjusn Lapangan, dan penerbitan
sural terkait PUP
6 Tidek Bertambahnya Kenaikan Persentase Mitigasi | Sosialisasi, Pendampingan dan ) TWIs/d TWIV | Bidang Usaha
Kelas Kelompok Tani (Persen) Pembinaan dan Penvuluhan




5.3. Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Kegiatan dan

Sub Kegiatan
Kode Risiko Skor | Perlakuan Rencana Tindak Pengendalian Waktu Pelaksna
Risiko Pelaksanaan Pengendalian
1 Tidak tfersusunnys Dokumen Perencanas, 4 Mitigasi { Berkoordinasi dengan instanst/pihak | TWIs/d TWIV | Sekretariat
Perangkat Daerah terkait dan Penyesuaian terhadap
Program dan kegiatan yang tidak
termasuk dalam Program prioritas
2 Tidak Tersusunnya Dolumen Capaian Kinerjz 2 Diterima | Berkoordinasi dengan insiensifpihak | TWIs/d TWIV | Sekretariat
dan Ikhtisar Reabisasi Kineja SKPD terkait dan Membuz Kertas Kema
Laporan Keuvangan dan Kertas Kerja
Manajemen Resiko
3 Tedambamya Pembuataz Dokumen Evaluasi 4 Mitigasi Koordinasi dengan pemangku jabatan | TWIs/d TW IV | Sekretariat
Kinerja Daerah (Bidang/Sekretariat) dan Melaksanakan
Kegiatan Simkonisasi Data Keseluruh
UPT P3R yang ada di Kecamatan
4 Teriundanya Pembayaran Guji dan Tunjangan 4 Diterimta Koordinast dengan FD vang | TWIsd TWIV ; Sekretariat
ASN bertanggung jawab terhadap
Aplikasi/Jaringan dan Melakukan Rekon
Data Kepegawaian
5 Datz Pombuatan Laporas Dulanan Kouangan 4 Dilerima | Meinbual Laporan Reuanngan sews | TWIsAdTWIV | Sehrelarial
Tidak Akuntabel Berkala
[3 Data Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 4 Mitigasi Koordinasi antara unit Kerja dan | TWIs/d TWIV | Sekretariat
Barang Milik Dacral: Betum Lengkap Melaksanakan Rekonsialisasi  Antara
BMD dan Keuangan
7 Data Barang Milik Dacrah Belum Terupdate 4 Mitigasi | Koordinasi antara unit Kerja dan Perlu { TWI&/d TWIV | Sekretariat
adanya pendatasn ulang terkait data
BMID Ke Bidang, Seketariat dan UPT di
18 Kecamatan
3 Data Pengelolaan Retribusi Dacrah  belum 4 Diterima | Membuat Laporan Penerimaan secara } TWIs/d TWIV | Sekretariat
lengkap Berkala
9 Pekerjean tidak terselesaikan sesuai dengan 4 Mitigasi | Menerapkan sanksi kepada penyedia | TWI&d TWIV | Sekretariat
wakm yang dirsticanakan/dipeanjtican sesuai ketentuan yang berlaku apabila
resiko timbul akibat dari pelanggaran
oleh penyedia
10 Pelaksansan sebagian Diklat Tidak Berjalan 4 Mitigasi | Koordinasi dengan Instansi Terkait dan | TWIs/d TWIV | Sekretariat
Sesal Yang Diheraphan Mengupdate Regulasi
n Torlambatnys polaksanzan Rimhingan Toknis 4 Mitigasi | Koordinasi dengan Instansi Torksit dan | TWISA TWIV | Sckictariat
Impiementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengupdate Regulasi
12 Tidsk  Sesusinya  Komponen  Instalasi 4 Mitigasi | Melakukan Survey Barang TWIs/d TWIV | Sekretariat
Listrik/Penerangan  Bangunan Kantor  yang
disediakan
13 Tidak  Sesuaimya Jenis Peralamn dan 4 Mitigasi | Melakukan Survey Barang TWIs/d TWIV | Sekretariat

Perdengkapsn Kanlor yang disediskan




14 Kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengen Mitigasi | Pembelian barang menyesuzikan dengan | TWIs/d TW IV | Sekretariat
yang diharapkan harga pasar pada saat ini
15 Dokumen/Berkas vang di copy/cetak melebihi Diterima | Melakukan monitoring secara bertahap | TWI&/d TWIV | Sekretariat
volume dan berkoordinasi kepada penyedia
16 Tidak semua kegiatan rapat koordinasi dan Mitigasi Memilah kegiatan yang penting untuk | TWI1s/d TWIV | Sekretanat
konsultasi bisa diakomodir dihadini, Meminimalisir Perjalanan
Dinas Seguaj Kepentingan,
Berkoordinasi dan berkonsultasi dalam
percepatan  ketersediaan  anggaran,
Selektif dalam memfasilitasi makan
minum rapat dan mengajukan usulan
penambahan anggaran di perubsahan
17 kurang tmaksimalnya pengelotaan arsip Mitigasi Melaksanakan Bimtek Kearsipan dan | TW1s/d TWIV | Sekretariat
berkoordinasi dan konsultasi kepada
instansi terkait
18 Kurang sinkronnya tarif tagihan pembayaran, Mitigasi | Koordinasi dengan pihak terkait (Kantor | TW1s/d TWIV | Sekretariat
listrik, air, telepon dengan pencairan dana yang Pos, PLN, PDAM, Telkom)} dan
arsadia Verifikasi jumlah tagihan Liswik, air
dan telpon
19 Sebagian Peralatan dan Perlengkapan kantor Diterima | Menggunakan peralatan sesuai dengan | TWI1s/d TWIV | Sekretariat
tidak terpelihara/terawar dengan baik aturan pakai dan Melakukan pengecek
peralatan dan perlengkapan kantor
secara continue
20 1. Adanya Perubahan Jumlah Tensga Non PNS Mitigasi l. Memaksimalken Tenaga Yang ada | TWIs/d TWIV | Sekretariat
dan Biaya BPJS Keschatan dan Kematian Baik ASN Maupun Non ASN dan
Mengupdate Regulasi
2. Tidak terlaksananyn beberapa kegiatan even 2, Melakukar koordinasi pada pihak
pameran atay promosi luar dan dalam dacrah terkait pelaksana pameran vang akan
diikuti dan Perlu adanya koordinasi dan
konsultasi pada pihak terkait
3. Pengelolazan website OPD kurang maksimal 3. Koodmast dengan pihak terkait,
melakukan  pelatihan  pengelolaan
website
A Tidak semua kendaraan dinas bisa terakemodir Mitigasi | Melakukan perawatan kendaraan dinas | TWIs/d TWIV | Sekretariat
pemclifiaraan- nya yang digunakan dan Perlu adanya
Perbaikan terhadapap kendaman yang
rusak baik beral maupun ringan
2 Kualitas bangunan tidek sesuai spesifikasi dan Mitigasi | Monitoring pelaksanaan kegiatan dan | TWIs/d TWIV | Sekretariat
standar mtu konstruksi Usulan pendampingan  petugss  dari
dinas teknis
3 1. Keterlombatan penvaiumn banfuan sarana Mitigasi | 1. Menerapkan sanksi kepada penyedia | TW1d TWIV | Bidang
produksi kepada kelompok sasaran yang telah yvang terlambat menyerahkan hasil Produksi;
ditctapkan pekerjaan pengadaan sesuali kexentuan Bidang

vang berlaku

Pengembangan




2. Tidak ferlsksananya penvaluran bantuan
sarans prodiksi kepada kelompok sasarai yang
telah ditelapkan

3. Terdapat pekebun yang tidak memanfaatkan
baptuan sarann produksi dengan baik dan atsu

menfual / memindahtangankannya

4, Terdapat bibit bantuan mati sebehun ditanam
oleh pekebun

5. Tanaman dari bibit bantuan tidak tumbuh
dengan baik

2. Melakukan survey harga dan
spesifikasi barang secara cermat don
terbaru

3. Mengalihkan sisa barang bantuan
kepada pekebun lainnya

4. Melakukan percepatan koordinasi
dengn pihak-pihak terkait di lapangen,
pemantapan dan penetapan CPCL

5. Melakukan rapat koordinasi dengan
Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka
percepatan pemantapan CPCL

6. Melakukan koordinasi dengan PPK
dan Pejabat/'Pokja Pengadasn untuk

percepatan penurjukan penyedia

7. Melakukan koordinasi, pemantauan
dan dorongan kepada penyedia untuk
meamatuhi isi perjanjian

8. Meningkatkan kecermatan dan
keakuratan dalam penyiapan dokumen
pengadaan dan HPS

9. Venfikasi dar pemantapan CPCL
dilakukan secara ketat

10. Sosialisasi kepada calon penerima
sebelun  penyaluran  bantuan  dan
Pemberian dorongan dan pengawalan
kepada pekebun untwk melakukan
penyimpanan dan perawatan bibit yang
diterima dengan baik serta agar cepat
ditansm  serta  Bimbingan  teknis
budidaya kepada pekebun

1i. Pemberian motivasi dan
pendampingan pemanfaatan bantuan
secara opuimal dan Pemberian dorougan,
bimingan dan pengawalan yang intensif
oleh PPL/ petugas lapang

12. Pemeriksaan mutu bibit sebelum
disalurkan dilakukan secara ketat
dengan melibatkan tenaga ahli

& Perbenihan

Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran
benih tanaman perkebunan tidak maksimal

Mitigasi

Sosialisasi penggunaan benih unggul
bersertifikat dan Berkoordinasi dengan
UPTD Pengawasau Benih Perkebuan
Provinsi Kaltim

TWIs[dTWIV

Bidang
Pengembangan




1. Pekerjasn tidak tersclesaikan sesugi dengan
wakdu yang direncanakan/dipeanjikan

2. Hasit pekerjaan tdak sesuai  dengan
spesifikasi teknis

3 Keesgal konstulsi (gagal
konstruksi fungsi/desain)

Mitigasi

1. Melaknkan koordmasi dengan pihak
13MKWG terkait perkirnan kondisi cuaca

2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas
PU dalam pengawasan dan penilsian
hasil pekerjaan sebelum serah terima

3. Menerapkan sanksi kepada penvedia
sesual ketentuan yang berlaku apabila
resiko timbul akibat dari pelanggaran
oleh penyedia

4. Melakukan percepatan koordinasi
dengn pihak-pihak terkait di lapamgan,
pemantapan dan penetapan CPCL

5. Melakukan rapat koordinasi dengan
Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka

percepatan pemantapan CPCL

6. Melakukan koordinast dengan PPK
dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk
percepatan penunjitkan penyedia

7. Memberikan dorongan, pemantauan
dan evaluasi secara berkala maupun
insidentil kepada pelaksana pekerjaan
agar memenuhi isi kontrak

8. Menyiapkan secara cermat dokumen
pengadaan (RKS) dan Melakukan
telaahan/reviw secara cermat bersama
konsultan perencana terhadap desain
dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil
perencanaan sebelum dilakukan proses
pengadaan  pekerjaan  konstruksinya
yang disesuaikan dengen kondisi
teraktual

TWIsdTWIV

Bidang
Produksi

1. Pekerjaan fidak terselesaikan sesuai dengan
waktu yang direncanakan/diperjanjikan

2. Hasil pekerjam  fidak  sesuai dengan
spesifikasi teknis

3, Kegagal 7 T (eagal
konstruksi/fungsi/desain)

Mitigasi

1. Mclakukan koordinasi dengan pihak
BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca

2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas
PU dalam pengawasan dan penilaian
hasil pekerjaan sebelum serah terima

3. Menerapkan sanksj kepada penyedia
sesuai ketentuan yang berlaku apabila
resiko timbul skibat dari pelanggaran
oleh penyedia

4. Melakukan percepatsn koordinasi
dengn pihak-pihak terkait di lapangan,
pemantapan dan penetapan CPCL

5. Melakukan rapat koordinasi dengan

TWIsd TWIV

Bidang
Produksi




Ka. UPTD} P3R dan PPL dalam rangka
percepatan pemantapan CHCL

6. Melakukan Koordinasi dengan PPK
dan Pejabat’Pokja Pengadaan untuk
percepatan penunjukan penyedia

7. Memberikan dorongan, pemantavan
dan evaluasi secars berkala meupum
insidentil kepade pelaksana pekerjaan
agar memenuhi isi kontrak

8. Menyiapkan secara cerrnat dolumen
pengadaan  (RKS) dmm  Melakukan
telaahan/reviw secara cermat bersama
konsultan perencana terhadap desain
dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil
perencanaan sebelum dilakuken proses
pengadasn  pekerjean  konstruksinya
vang disesuaikan  dengan  kondisi
leraklual

1. Pekerjsan tidak tersclesaikan sesuai dengan
waktu yang direncanakan/diperjanjikan

2. Hasil pekerjsan tidak sesuai dengan
sposi fiknsi {ekms

3. Kegagelan
konstruksi/fungsi/desain)

konstruksi (eagal

Mitigasi

I. Melakukan koordinasi dengan pihak
BMKG terkait perkiraan kondisi cuaca

2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas
PL] dalam pengawasan den penilaian

hasil pekerjaan sehelum serah terima

3. Menerapkan sanksi kepada penyedia
sesuai ketentuan yang berlaku apabila
resiko timbul akibat dari pelanggaran
oleh penyedia

4. Melakukan percepatan koordiasi
dengn pihak-pihak terkait di lapangan,
pemantapan dan penetapan CPCL

3. Melakukan rapat koordinasi dengan
Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka
percepatan pemantapan CPCL

6. Melakukan koordinasi dengan PPK
dan PejabatPokja Pengadaan untuk
percepatan penunjukan penyedia

7. Memberikan dorongan, pemantauan
dan evaluasi secara berkala maupun
msidentil kepada pelaksana pekerjaan
agar memenul isi kontrak

8. Menyiapkan secara cenmat dokumen
pengadaan (RKS) dan Melakukan
telashan/feviw secara cermat bersama
konsultan perencana terhadap desain

TWIsdTWIV

Bidang




dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil
perencanaan sebelum dilakukan proses
pengadaan  pekerjaan  konstruksinya
yang disesuaikan dengan Kkondisi
teraktual

1. Pekerjuan lidek fersclosuibom sosual dwagan
wakto yang direncanakan/diperjanjiksn

2. Hasil pekerjamn  fidak  scsuai  dengan
spesifikasi teknis

3. Kegagaian
konstruksi/fingsi/desain)

konstruksi {gapal

Mitigasi

1. Melakukan koordinasi dengan pihak
BMEKG terkait perkiraan kondisi cuaca

2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas
PU dalem pengawasan dan penilaian
hasil pekerjaan sebelum serah terima

3. Menerapkan sanksi kepada penvedia
sesuai ketentuan yang berlaku apabila
resiko timbul akibat dari pelanggaran
oleh penyedia

4. Melakukan percepatan koordinasi
dengn pihak-pihak terkait di lapangan,
pemantapan dan penetapan CPCL

3. Melakukan rapat koordinasi dengan
Ka. UPTD P3R dan PPL dalam rangka
percepatan pemantapan CPCL

6. Melakukan koordinasi dengan PPK
dan Pejabat/Pokja Pengadaan untuk
percepatan penunjubkai penyedia

7. Memberikan dorongan, pemantauan
dan evaluasi secara berkala maupun
insidentil kepada pelaksana pekerjaan
agar memenuhi isi kontrak

8. Menyiapkan secara cermaat dokumen
pengadaen (RKS) dan  Melakukan
telashan/reviw secara cermat bersama
konsultan perencana terhadap desain
dan spesifikasi teknis pekerjaan hasil
perencanaan sebelum dilakukan proses
pengadaan  pekerjamn  konstruksinya
yang disesuaitken dengan  kondisi
teraktual

TWIs/d TWIV

Bidang
Produksi

1. Tidak teriaksananya pengamatan dan gerakan
pengendalimn OPT

2. Kosalahan ['ongamat U1 dalam idontifikasi
jenis OPT dan luas serangan

Mitigasi

1. Membentuk regu Pengendali OPT di
tingkat kelompok tani

2. Mclakukan peortemuan  koordmasi
berkala bagi Petugas Pengamat dan
Pengendali OPT

TWIs/d TWIV

Bidang
Perlindungan

Tidak optimaloya pengelolaan ANKT di dalam
areal JUP oleh perusshaan perkebunan

Mitigasi

Mewajibkan Pimpinan perusahaan besar
perkebunan (PBS) untuik menetapkan
ANKT di dalam areal TUP masing-

TWIsd TWIV

Bidang
Perlindungan




masing PBS dengan Keputusan Direktur

31

Meningkatnys Kebakaran Lakan dan kebun
Serta Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan

Mitigasi

1. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi
Pengendalian Kebakamn lahan dan
kebun dengan semua stakeholder terkait,
Perlu diadakan Kegiatan Pembinaan,
Pemantauan dan Pemasangan spanduk
kebakaran lshan, dmm
membentuk  serta  memaksimalkan
Kelompok tani Peduli api yang ada di

himbauan

kecamatan

2. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi
Gangguan Usahs Perkebunan dengan
semua  stakeholder ferkait serta
Melakukan kegiatan fasilitasi Gangguan
Usaha Perkebunan

TW1ls/dTWIV

3idang
Petlindungsan

32

1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman
pekebun untuk mendaftarkan usaha budidayanya

2. Aplikasi STDB Online tidak berfungsi dengan
baik

3. Data dalun STDD tidak valid

4. Hasil pemetaan tidak akurat dan atw tidak
lengkap

5. Tidak semua PBS yang telah jatuh tempo
dapat dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan
(PUP)

Mitigasi

1. Sosialisasi kepada aparat pemerintah
desa/kelurshan dan pemerintah
kecamatun seris PPL lerkail STDB

2. Melakukan perawaten dsn pemu
takhiran  aplikasi dan Pembekalan
kepada tenaga penginput date usulan
dan petugas UP 11} dan desa/kelurshan

3. Fvaluasi Petunjuk Teknis Verifikasi
usulan STDB, Menunjuk tenaga admin
dan memberikan pembekalan

4. Memberikan bimbingan teknis kepada
tenaga pemetaan/GIS dan Bekerjasama
dengan petugas
desa/kehurahan yang
kemampuan pemetaan

pemerintah

memiliki

5. Mengikutsertakan tenaga PUP yanp
ada pada Penyegaran Petugas PUP dan
mengusulkan  perpanjangan  Sertifikat
PUP

TWIsATWIV

Bidang Usaha
dan Penyuluhan

33

1. Pendampingan dan pembinasn terhedap
pekebun tidak maksimal

2. Kedkutserinan/kehadiran pekebun remiah

Mitigasi

1. Meningkatkan koordinasi di tingkat
lapangan {dengan BFP,
Pemdes/Kelurahen, KTNA, UPT P3R,
PPL) dan Melaksanakan
rapat/periemuan secara berkala denpan

Koordinator BPP dan PPL
2. Mengikutsertaken PPL  dalam
kegiatan pelatthan peningkatan

koinpetensi Jan Melakukan komunikasi
vang intens dengan pekebun melalui

TWIsdTWIV

Bidang Usaha
dan Penyuiuhan




3. aya serap pekebun dalem menerima matert

kurang

4. Keikutsortaan pekebun milenial dalam

grup WA

3. Mendorong PPL untuk  terus
meningkatkan  pengetahuannya dan
kualitas metoda pendampingan dan

kogiaten pembinean rerdah Menempkan  sistem  reward and

punishment kepada PPL
Faglitsi den perwiampingan pembentuksn dan Mitigasi Pembekalan/Bimtek fasititator/PPL | TWI&/d TWIV | Bidang Usgha
pembinzan Badan vssha Milik Potani tidak tentang Badan Usaha Milik Petani, dsm Penyuluban
maksimal Sosialisasi  kepada pekebun dan

pengurus  lembaga pekebun  dan

Membangun koordinasi vang lebih haik
dengan Pemerintah Desa/Kelurmhan




6.1 Pemantauan Risiko

BAB VI MONITORING

Pendampingan penyusunan Jadwal Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak

Pengendalian Risiko pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat

8 Penyuluhan

dilihat pada Tabel berikut:
6.1.1 Pemantauan RTP Risiko Strategis
Rencana Tindak pengendalian Tambahan Pelaksana Pemilik
‘Waktu Pelaksanaan (Bulan) Pengedalian Risiko/Penanggung
jawab Risiko
1. Melakukan evaluasi scecara cermat terhadap komponen- Kepala Dinas
kom ponen belanja yang tidak mendesak dan satuan Perkebunan
biava dalam RKA/DPA vang tidak sesuai dengan
kondisi terkini
2. Mengusulkan pergeseran dan atau perubahan belanja
berdasarkan hasil evaluasi
3. Melakukan evaluasi dan pemberian penghargaan dan
hukuman (reward and punishment kepada pekebun
penrima bantuan. PPL dan UPTD
6.1.2 Pemantauan RTP Risiko Program
Rencana Tindak pengendalian Tambahan Pelaksana Pemilik
‘Waktu Pelaksanaan (Bulan) Pengedalian Ristko/Pensanggum
1 1 2 5 I 6 789 10] 11 12| (Pihakyg jawab Risiko
melaksankaan
RTP)
Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait Sekretariat Sekretaris
1. Menerapkan sanksi kepada penyedia yang terlambat PA, Bidang PPTK/Sub Koord.
menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan sesuai Produksi: Bidang Sarana & Prasarana,
ketentuan yang berlaku Pengembangan & Sub Koord.
2 Melakukan survey harga dan spesifikasi barang secara | Perbenihan Pengembangan
cermat dan terbaru Areal'Kabid
3. Mengalihkan sisa barang bantuan kepada pekebun Produks & Kabd
lainnya PP
1. Melakukan koordinasi dengan pthak BMKG terkait Bidang Produksi PPTK/Sub Koord
perkiraan kondisi cuaca Sarana &
2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam Parasarana/Kabid
pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum Produksi
serah terima
3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan
vang berlaku apabila resiko timbul akibat dari
| pelanggaran oleh penyedia ]
1. Membentuk regu P dali OPT di tingkat kelompok Bidang PA/PPTK
tani Perlindungan
2. Melakukan pertemuan koordinasi berkala bagi Petugas
Pengamat dan Pengendali OPT
1. Pengambilan titik koordinat dan pengajuan STDB Bidang Usaha dan PA/PPTK
2. Analisa data dan Administrasi, Peninjuan Lapangan, Penyuluhan
dan penerbitan surat terkait PUP |
Sosialisasi, Pendampingan dan Pembinaan Bidang Usaha dan PA/PPTK




6.1.3 Pemantauan RTP Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Tindak pengendalian Tambahan Pelaksana Pemilik
Waktu Pelaksanaan (Bulan) Pengedalian (Pihak yg |  Risiko/Penanggung
112 3|4|5|6|7|8|9|10|11 12 | melaksankaan RTP) jawab Risiko
Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait dan Sekretariat PPTK/Sub Kt?ord_
Penyesuaian terhadap Program dan kegiatan yang tidak PPK/Sekretaris Dinas
termasuk dalam Program prioritas
Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait dan Membua Sekretariat PFIijSub Kgord'
Kertas Kerja Laporan Keuangan dan Kertas Kerja PPK/Sekretaris Dinas
Manajemen Resiko
Koordinasi dengan pemangku jabatan Sekretariat PP’[:KJ‘Sub qurd.
(Bidang/Sekretariat) dan Melaksanakan Kegiatan PPK/Sekretaris Dinas
Sinkonisasi Data Keseluruh UPT P3R yang ada di
Kecamatan _
Koordinasi dengan PT) yang bertanggung jawab terhadap Sekretariat PPTK/Sub k:.wd.
Aplikasi/Jaringan dan Melakukan Rekon Data PPK/Sekretaris Dinas
Kepegawaian
Membuat Laporan Keuanngan secara Berkala Sckretariat PPTK/Sub Koord
PPK/Sekretaris Dinas
Koordinasi antara unit Kerja dan Melaksanakan Sekretariat PPTK/Kasubbag
Rekonsialisasi Antara BMD dan Keuangan Umtal/Sckretaris Dinas
Koordinasi antara unit Kerja dan Perlu adanya pendataan | Sekretariat PPTK/Kasubbag
ulang terkait data BMD Ke Bidang, Scketariat dan UPT di Umtal/Sekretaris Dinas
18 Kecamatan
Membuat Laporan Penerimaan secara Berkala Seckretariat PPTK/Sub Koord
PPK/Sekretaris Dinas
Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan vang Sekretanat PPTK/Sub Koord.
berlaku apabila resiko timbul akibat dari pelanggaran olch Kepegawaian/Sekretaris
penyedia Dinas
Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Mengupdate Sekretariat PPTK/Sub Koord.
Regulasi Kepegawaian/Sekretaris
| Dinas
Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Mengupdate Sekretariat PPTK/Kasubbag
Regulasi Umtal/Sekretaris Dinas
Melakukan Survey Barang | Sckretariat PPTK/Kasubbag
Umtal/Sekretaris Dinas
Melakukan Survey Barang Sekretariat PPTK/Kasubbag
Umtal/Sekretaris Dinas
Pembelian barang menyesuaikan dengan harga pasar pada Sekretariat PPTK/Kasubbag

saaf ini

Melakukan monitoring secara bertahap dan berkoordinasi
kepada penyedia

Memilah kegiatan yang penting untuk dihadiri,
Meminimalisir Perjalanan Dinas Sesuai Kepentingan,
Berkoordinasi dan berkonsultasi dalam percepatan

ketersediaan anggaran, Selektif dalam memfasilitasi makan §

minum rapat dan mengajukan usulan penambahan
anggaran di perubahan

Melaksanakan Bimtek Kearsipan dan berkoordinasi dan
konsultasi kepada instansi terkait

Koordinasi dengan pihak terkait (Kantor Pos, PLN,
PDAM, Telkom) dan Verifikasi jumlah tagihan Listrik, air
dan telpon

1imtal/Sekretaris Dinas

Sekretariat PPTK/Kasubbag
Unntal/Sekretaris Dinas

| Sckretariat PPTK/Kasubbag
Umtal/Sekretaris Dinas

Sekretariat PPTK/Kasubbag
Umtal/Sekretaris Dinas

I Sekretariat PPTK/Kasubbag
Umtal/Sekretaris Dinas




Menggunakan peralatan sesuai dengan aturan pakai dan
Melakukan pengecek peralatan dan perlengkapan kantor
sceara continue

Sekretariat

PPTK/Kasubbag
Umtal/Sekretaris Dinas

1. Tidak terpenuhinya kebuthan tenaga )
administrasi.kebersihan, keamanan dan supir Non —
ASN

2. Pelaksanaan pameran vang diikuti tidak sesuai target

3. Data dan informasi website kurang update/berkembang

Melakukan perawatan kendaraan dinas yang digunakan
dan Perlu adanya Perbaikan terhadapap kendaraan yang
rusak baik berat maupun ringan

Sekretariat

PPTK/Sub Koord.
Kepegawaian, Sub
Koord. Pengolahan dan
Pemasaran Hasil ,
Kasubbag Umtal
/Sekretaris Dinas

Monitoring pelaksanaan kegiatan dan Usulan
pendampingan petugas dari dinas teknis

Sekretariat

PPTK/Kasubbag
Unmtal/Sekretaris Dinas

1. Menerapkan sanksi kepada penyedia vang terlambat
menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan sesuai
ketentuan vang berlaku
2. Melakukan survey harga dan spesifikasi barang sccara
cermat dan terbaru
3. Mengalihkan sisa barang bantuan kepada pekebun
lainnya
4, Melakukan percepatan koordinasi dengn pihak-pihak
terkait di lapangan, pemantapan dan penctapan CPCL
5. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan
PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL
6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja
Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia
7. Melakukan koordinasi, pemantauan dan dorongan
kepada penvedia untuk mematuhi isi perjanjian
8. Meningkatkan kecermatan dan keakuratan dalam
penyiapan dokumen pengadaan dan HPS
9. Verifikasi dan pemantapan CPCL dilakukan secara
ketat
10. Sosialisasi kepada calon penerima sehelum
penyaluran bantuan dan Pemberian dorongan dan
pengawalan kepada pekebun untuk melakukan
penvimpanan dan perawatan bibit yang diterima
dengan baik serta agar cepat ditanam serta
Bimbingan teknis budidaya kepada pekebun

11. Pemberian motivasi dan pendampingan pemanfaatan
bantuan secara optimal dan Pemberian dorongan,
bimingan dan pengawalan vang intensif oleh PPL/
petugas lapang

12. Pemeriksaan mutu bibit schelum disalurkan

dilakukan secara ketat dengan melibatkan tenaga ahli

Sekretariat

PPTK/Kasubbag
Umtal/Sekretaris Dinas

Sosialisasi penggunaan benih unggul bersertifikat dan
Berkoordinasi dengan UPTD Pengawasan Benih
Perkebuan Provinsi Kaltim

Bidang Produksi;
Bidang Pengembangan
& Perbenihan

PPTK/Sub Koord.
Sarana & Prasarana dan
Sub Koord.
Pengembangan
Areal/Kabid Produksi
& Kabid PP

1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait
perkiraan kondisi cuaca

2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam
pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum
serah terima

3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan
yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari
pelanggaran oleh penyedia

4. Melakukan percepatan koordinasi dengn pihak-pihak
terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL

5. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan |

PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL

6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja
Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia

7. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara
berkala maupun insidentil kepada pelaksana pekerjaan
agar memenuhi isi kontrak

8. Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS)
dan Melakukan telashan/reviw secara cermat bersama
konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi
teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan
proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang
disesuaikan dengan kondisi teraktual

Bidang Pengembangan

PPTK/Sub Koord.
Perbenihan/Kabid
Kabid PP

Bidang Produksi

PPTK/Sub Koord
Sarana &
Parasarana/Kabid
Produksi




1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait
perkiraan kondisi cuaca

2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam
pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum
serah terima

3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan
yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari
pelanggaran oleh penyedia

4. Melakukan percepatan koordinasi dengn pihak-pihak
terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL

5. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan
PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL

6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja
Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia

7. Memberikan dorongan, pemantauan dan evaluasi secara
berkala maupun insidentil kepada pelaksana pekerjaan
agar memenubhi isi kontrak

8. Menviapkan secar cermat dokumen pengadaan (RKS)
dan Melakukan telaahan/reviw secara cermat bersama
konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi
teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan
proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang
disesuaikan dengan kondisi teraktual

1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait
perkiraan kondisi cuaca

2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam
pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum
scrah terima

3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan
yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari
pelanggaran oleh penyedia

4. Melakukan percepatan koordinasi dengn pihak-pihak
terkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL

5. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan
PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL

6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja
Pengadaan untuk percepatan penunjukau penyedia

7. Memberikan dorongan. pemantauan dan evaluasi secara
berkala maupun insidentil kepada pelaksana pekerjaan
agar memenuhi isi kontrak

8. Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS)
dan Melakukan telashan/reviw secara cermat bersama
konsultan perencana terhadap desain dan spesifikasi
teknis pekerjaan hasil perencanaan sebelum dilakukan

proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang
dlsesuukm dengan kondisi teraktual

Bidang Produksi

PPTK/Sub Koord
Sarana &
Parasarana/Kabid
Produksi

1. Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait
perkiraan kondisi cuaca

2. Melibatkan tenaga teknis dari Dinas PU dalam
pengawasan dan penilaian hasil pekerjaan sebelum
serah terima

3. Menerapkan sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan
yang berlaku apabila resiko timbul akibat dari
pelanggaran oleh penyedia

4. Melakukan percepatan koordinasi dengn pihak-pihak
ferkait di lapangan, pemantapan dan penetapan CPCL

5. Melakukan rapat koordinasi dengan Ka. UPTD P3R dan
PPL dalam rangka percepatan pemantapan CPCL

6. Melakukan koordinasi dengan PPK dan Pejabat/Pokja
Pengadaan untuk percepatan penunjukan penyedia

7. Memberikan dorongan. pemantauan dan evaluasi secara
berkala maupun insidentil kepada pelaksana pekerjaan
agar memenubhi isi kontrak

8. Menyiapkan secara cermat dokumen pengadaan (RKS)
l.hn Melakukan tdaahanfreww secara cermat bersama

p desain dan spesifikasi

mkms pakenun hasil pemneamn sebelum dilakukan

proses pengadaan pekerjaan konstruksinya yang

disesuaikan dengan kondisi teraktual

Bidang Produksi

PPTK/Sub Koord

Parasarana/Kabid
Produksi

1. Membentuk regu Pengendali OPT di tingkat kelompok
tani

2. Melakukan pertemuan koordinasi berkala bagi Petugas
Pengamat dan Pengendali OPT

Bidang Produks

PPTK/Sub Koord

Parasarana/Kabid
Produksi

| Bidens Perlindungan

PPTK/Sub Koaord.
Pengamatan &
Pengendalian
OPT/Kabid
Perlindungan




Mewajibkan Pimpinan perusahaan besar perkebunan Bidang Perlindungan PPTK/Sub Koord.
(PBS) untuk menetapkan ANKT di dalam areal TUP Pengendalian
masing-masing PBS dengan Keputusan Direktur Lingkungan/Kabid
Perlindungan
1. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian Bidang Perlindungan PPTK/Sub Koord.
Kebakaran lahan dan kebun dengan semua stakeholder Pengendalian
terkait, Perlu diadakan Kegiatan Pembinaan, Lingkungan/Kabid
P t dan Pemasangan spanduk himbauan Perlindungan
kebakaran lahan. dan membentuk serta memaksimalkan
Kelompok tani Peduli api yang ada di kecamatan
2. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Gangguan Usaha
Perkebunan dengan semua stakeholder terkait serta
Melakukan kegiatan fasilitasi Gangguan Usaha
Perkebunan
1. Sosialisasi kepada aparat pemerintah desa/kelurahan Bidang Usaha dan PPTK/Sub Koord.
dan pemerintah kecamatan serta PPL terkait STDB Penyuluhan Pembinaan dan
2. Melakukan perawatan dan pemu takhiran aplikasi dan Gangguan Usaha/Kabid
Pembekalan kepada tenaga penginput data usulan dari Usaha dan Penyuluhan
petugas UPTD dan desa/kelurahan
3. Evaluasi Penunjuk Teknis Verifikasi usulan STDB,
Menunjuk tenaga admin dan memberikan pembekalan
4. Memberikan bimbingan tcknis kepada tenaga
pemetaan/GIS dan Bekerjasama dengan petugas
pemerintah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan
pemetaan
5. Mengikutsertakan tenaga PUP yang ada pada
Penyegaran Petugas PUP dan mengusulkan
perpanjangan Sertifikat PUP
1. Meningkatkan koordinasi di tingkat lapangan (dengan Bidang Usaha dan PPTK/Sub Koord.
BPP, Pemdes/Kelurahan, KTNA, UPT P3R, PPL) dan Penyuluhan Penyuluhan/Kabid
Melaksanakan rapat/pertemuan secara berkala dengan Usaha dan Penyuluhan
Koordinator BPP dan PPL
2. Mengikutsertakan PPL dalam kegiatan pelatihan
peningkatan kom petensi dan Melakukan komunikasi
yang intens dengan pekebun melalui grup WA
3. Mendorong PPL untuk terus meningkatkan |
pengetahuannya dan kualitas metoda pendampingan dan
Menerapkan sistem reward and punishment kepada PPL
Pembekalan/Bimtek fasilitator/PPL tentang Badan Usaha Bidang Usaha dan PPTK/Sub Koord.
Milik Petani, Sosialisasi kepada pekebun dan pengurus Penyuluhan Pengolahan dan
lembaga pekebun dan Membangun koordinasi yang lebih Pemasaran Hasil Kabid
baik dengan Pemerintah Desa/Kelurahan Usaha dan Penyuluhan




Demikian Laporan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Dinas
Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun untuk dijadikan
pedoman pengelolaan risiko Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Tahun 2023, dan sebagai bahan
masukan pertimbangan kepada Bupati Kutai Kartanegara dalam Pengambilan

Keputusan terkait dengan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas

ara /

Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Perkebunan
Kabupaten Kyftai Kartaneg

Tembusan Kepada Yth

I. Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah di Tempat

2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan selaku Unit Kepatuhan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat

3. Inspektorat selaku Unit Pengawasan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di
Tempat



